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Menimbang : a. 

Mengingat 1. 

2. 

BUPATI BERAU, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 
2016-2025. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat "Nomor 3 Tahun 1953 Tentang 
Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4966); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU 

dan 

BUPATI BERAU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK 
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016 -
2031 

B A B I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Bupati adalah Bupati Berau. 
3. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dalam wilayah administrasi 

Kabupaten Berau. 
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. 
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya 

disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan 
Kepariwisataan Daerah untuk periode 15-20 tahun. 

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan, yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 
wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata. 
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

9. Produk Wisata adalah Segala jenis produk baik berbentuk barang ataupun 
j a sa yang merupakan komoditas pariwisata dan semua bentuk pelayanan 
yang dinikmati wisatawan dari dia berangkat meninggalkan tempat 
tinggalnya hingga ia kembali pulang. 

10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata 
dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 
kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan 
masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, 
dan pengusaha, (menyesuaikan dengan Permenpar No. 10 Tahun 2016). 

11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata 
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah 
administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, 
fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan 
melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. 
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12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah 
Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah. 

13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang danZatau j asa 
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, 
mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola 
relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan 
seluruh pemangku kepentingannya. 

15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 
dalam rangka menghasilkan barang dan Z atau j asa bagi pemenuhan 
kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 

16. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya 
yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah 
Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan 
mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan 
perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan. 

17. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah 
maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan 
Kepariwisataan. 

18. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata 
adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak 
langsung dengan kegiatan Kepariwisataan. 

19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 
keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan 
hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 
wisatawan. 

20. Budaya adalah pandangan hidup dari masyarakat yang berkaitan dengan 
akibat-akibat serta nilai dan norma. 

21 . Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan pembangunan 
keparwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPD dan KSPD. 

22. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD 
adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki 
potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh 
penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan 
budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta 
pertahanan dan keamanan. 

23. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah 
kawasan yang memiliki ruang yang mencakup luasan area tertentu dengan 
komponen kepariwisataannya serta memiliki tema produk wilayah sebagai 
potensi yang mencerminkan karakteristik daerah tersebut. 

24. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana 
transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal 
Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah 
Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata. 

25. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang 
pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan 
berfungsi sebagaimana semestinya. 
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26. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang 
diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas 
kehidupan keseharian. 

27. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus 
ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, 
keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi 
Pariwisata. 

BAB II 
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

Pasal .2 
(1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi: 

a. Destinasi Pariwisata; 
b. Pemasaran Pariwisata; 
c. Industri Pariwisata; dan 
d. Kelembagaan Kepariwisataan. 

(2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan pada 
RIPPARDA. 

(3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: 

a. visi; 
b. misi; 
c. tujuan; 
d. sasaran; dan 
e. arah pembangunan Pariwisata dan strategi pembangunan Pariwisata 

tahun 2016 - 2025. 
(4) Visi pembangunan Kepariwisataan yaitu terwujudnya Daerah sebagai 

Destinasi Wisata yang unggul dan berbudaya. 
(5) Misi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagai berikut: 

a. mengembangkan budaya dan kearifan lokal; 
b. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis dan 

bertanggungjawab; 
c. mengembangkan Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, 

mudah dicapai dan berwawasan lingkungan; 
d. mengembangkan kemitraan Pariwisata; dan 
e. meningkatkan penyelenggaraan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah 

yang profesional dan akuntabel. 
(6) Tujuan pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi: 

a. mempertahankan atau meningkatkan kualitas sumber daya alam dan 
lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas 
Destinasi Pariwisata; 

b. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan 
perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat yang merata dan 
berkeadilan melalui sistem pembangunan yang berkelanjutan; 

c. meningkatkan pendapatan asli Daerah dari sektor pariwisata dengan 
meningkatkan tata kelola dan pelayanan; 



- 5 -

d. meningkatkan ker jasama dan koordinasi an ta ra pemangku 
kepentingan y a k n i (Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi , Pemer intah 
Daerah, S w a s t a dan Masyarakat } da lam rangka terc iptanya sinergitas 
pengelolaan kepar iw isataan secara efektif dan berkes inambungan; dan 

e. membentuk lembaga Kepar iw isa taan dan s istem tata kelola yang 
m a m p u mensinerg iskan pembangunan Indus t r i Par iwisata , K a w a s a n 
Par iw isata dan Pemasaran Par iw isa ta secara profesional, efektif dan 
efisien. 

(7) S a s a r a n Pembangunan Kepar iwisataan Daerah mel iputi : 

a . meningkatnya kua l i t a s dan kuan t i t a s D a y a Ta r i k Wisata yang a m a n 
dan n y a m a n yang m a m p u mendorong j u m l a h kun jungan Wisatawan. 

b. meningkatnya j u m l a h kun jungan Wisatawan domestik dan 
mancanegara; 

c. meningkatnya pengeluaran Wisatawan d i Dest inas i Par iwisata ; 

d. tersedianya fasi l i tas pendukung Kepar iwisataan sesua i kebu tuhan di 
Dest inas i Par iwisata ; dan 

e. meningkatnya pendapatan perkapi ta masyaraka t lokal secara k h u s u s 
dan pendapatan as l i Daerah secara u m u m . 

B A B I I I 
PEMBANGUNAN D E S T I N A S I PARIWISATA D A E R A H 

Bag ian Kesa tu 
U m u m 

Pasa l 3 
Pembangunan Dest inasi Par iwisata Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 2 
ayat (1) h u r u f a meliputi: 
a . Perwi layahan Pembangunan DPD; 

b. pembangunan Daya T a r i k Wisata ; 

c. pembangunan Aksesibi l i tas Par iwisata ; 

d. pembangunan P rasa rana U m u m , Fas i l i t as U m u m , dan Fas i l i tas Par iwisata ; 

e. pemberdayaan masyaraka t mela lu i Kepar iwisataan; dan 

f. pengembangan investas i di bidang Par iwisata . 

Bag ian Kedua 
Perwi layahan Pembangunan Dest inas i Par iw isata Daerah 

Pasa l 4 
Perwi layahan Pembangunan DPD sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 h u r u f a 
meliputi : 

a . DPD ;dan 

b. K S P D . 

Pasa l 5 
D P D sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 4 h u r u f a d i tentukan dengan 
kr i ter ia : 
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a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah yang di 
dalamnya terdapat, KPP yang diantaranya merupakan KSPD; 

b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara 
nasional dan internasional, serta membentuk jejaring Produk Wisata dalam 
bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan; 

c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan 
daya saing; 

d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung 
pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan 

e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait. 

Pasal 6 
KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditentukan dengan kriteria: 
a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata; 
b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata 

irngguran dan memiliki citra yang sudah dikenal secara Tuas; 
c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional; 
d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi; 
e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan 

wilayah; 
f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup; 
g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan 

pemanfaatan aset Budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan 
kepurbakalaan; 

h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; 
i. memiliki kekhususan dari wilayah; 
j . berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar 

Wisatawan potensial nasional; dan 
k. memiliki potensi kecenderungan Produk Wisata masa depan. 

Pasal 7 
(1) Perwilayahan Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas. 
(2) Pembangunan DPD dilakukan dengan memperhatikan jumlah objek Wisata 

dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap objek Wisata. 
(3) Pembangunan DPD mengikuti RIPPARDA dengan didahului perencanaan 

pemanfaatan kawasan berupa masterpktndan Detail Engineering Design. 

Pasal 8 
Perwilayahan Pembangunan DPD dibagi menjadi: 

a. KPP 1 : Kawasan Perkotaan. 

tema : Wisata Sejarah, Budaya, dan 
Buatan Manusia. 



meliputi Kecamatan : Tanjung Redeb, Sambaliung, 
Gunung Tabur dan Teluk Bayur. 

b. KPP2 : Kawasan Pesisir dan Kawasan 
Perbatasan Kabupaten. 

tema : Wisata Bahari, Minat Khusus, 
Alam Z Ekowisata dan Sejarah. 

meliputi Kecamatan : Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu 
Putih dan Biduk-Biduk. 

tema 

Kawasan Pesisir Kepulauan dan 
Kawasan Perbatasan Negara 

Wisata Bahari, Minat Khusus, 
Alam Z Ekowisata dan Budaya. 

Derawan dan Maratua. 

Kawasan Sedang Berkembang. 

Wisata Minat khusus, 
Alam/Ekowisata. Sejarah dan 
Budaya. 

Segah dan Kelay. 

meliputi Kecamatan 

d. KPP4 

tema 

meliputi Kecamatan 

Pasal 9 
Penetapan DPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pembangunan Daya Tarik Wisata 

Pasal 10 
(1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b meliputi; 
a. Daya Tarik Wisata alam; 

b. Daya Tarik Wisata budaya, sejarah; dan 

c. Daya Tarik Wisata buatan. 

(2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan 
budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen 
atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya 
saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian 
dan keberlanjutan sumber dayanya 
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Bagian Keempat 
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata 

Pasal 11 
(1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi: 

a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi 
oMfrl-rii+O"*"» io 1o n cvi i r> rro i /io*\on 1 o n f /ion n o m ^ K A r o n p o n o r*» cr\s-i i + o f-> l o n f 
tU' lgtVUOAlA J W i U J -1 j W W H ^ » A 1 y U.Ct»IW.Cij -CCLWtt. UCU i |A/ l l ^ v U v i lAllgtU.J.J UU^iVU V <_A_ 1 1 / U u t 
dan angkutan udara; dan 

b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, 
sungai, danau, laut dan penyeberangan, angkutan laut dan angkutan 
udara; 

(2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (lj 
dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan 
pergerakan Wisatawan menuju dan di dalam Destinasi Pariwisata. 

Pasal 12 
(1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan 
masyarakat. 
Pembangunan aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f2) 

Bagian Kelima 
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, 

dan Fasilitas Pariwisata 

Pasal 13 
(1) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata 

merupakan pembangunan yang mendukung perintisan DPD dan KSPD, 
peningkatan kualitas, daya saing dan pengendalian. 

f f~i\ O J- — — J . . — • 4 — . 1 - — . — . . — . t - . — — . — T V - . . . — . — . I T T ^ . — -T1J J T T -3 . 

\z.) o u a t c g i u i i l u j s . pci i g c i 11 D a i rge i i i r i e t S m a i i o . u m u t l i , r -asniua. » u m u m , u e u i 
Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD dan KSPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana 

Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung 
perintisan Destinasi Pariwisata; 

b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan 
Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas 
inisiatif swasta; dan 

c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, 
dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi 
Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata. 

(3) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan 
Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan 
kualitas dan daya s g i r | g DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi: 
a. mendorong dan menerapkan 

Pemerintah Daerah dan swasta; 
berbagai skema kemitraan antara 
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b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; 
c. mcndo rong penerapan x x asarana «-> mum, Fasilitas OXXXtXXXX, cxcxxx 

Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan 
berkebutuhan khusus. 

(4) Strategi untuk pengendalian pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas 
Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah 
melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi: 
a. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung 

lingkungan; dan 
b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pemberian insentif dalam pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, 
dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Bagian Keenam 
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan 

Pasal 14 
Pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan dilaksanakan melalui 
pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan Kepariwisataan serta penj rusunan regulasi dan pemberian insentif 
untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha 
Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah. 

Bagian Ketujuh 
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata 

Pasal 15 
Pengembangan investasi di bidang Pariwisata dilakukan dengan pemberian 
insentif, kemudahan dan promosi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

BAB IV 
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH 

Pasal 16 
Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi: 
a. pengembangan pasar Wisatawan; 
b. pengembangan citra Pariwisata; 
c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan 
d. pengembangan promosi Pariwisata. 

Pasal 17 
Pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a 
dilaksanakan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal untuk 
mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global. 



- 10 -

Pasal 18 
Pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b 
dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan citra Pariwisata sebagai 
Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, berdaya saing dan berkelanjutan. 

Pasal 19 
Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf c dilakukan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran 
yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan. 

Pasal 20 
Pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf 
d dilaksanakan dengan melakukan penguatan dan perluasan eksistensi promosi 
Pariwisata di dalam dan diluar negeri. 

BAB V 
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH 

Pasal 21 
Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi: 
a. penguatan struktur Industri Pariwisata; 
b. peningkatan daya saing Produk Pariwisata; 
c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata; 
d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan 
e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. 

Pasal 22 
Penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf a dilakukan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarkhi, dan hubungan 
antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing 
Industri Pariwisata. 

Pasal 23 
Peningkatan daya saing Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 huruf b, meliputi: 
a. daya saing Daya Tarik Wisata; 
b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan 
c. daya saing Aksesibilitas Pariwisata. 

Pasal 24 

Peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 huruf a dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kualitas dan 
keragaman usaha Daya Tarik Wisata. 

Pasal 25 
Peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 huruf b dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas 
fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional 
dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal. 
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Pasal 26 
Peningkatan daya saing Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 huruf c dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan 
kualitas layanan j a s a transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan 
Wisatawan ke Destinasi Pariwisata dengan menggunakan pola satu pintu. 

Pasal 27 
Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 huruf c dilakukan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama 
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, lembaga swasta, dunia 
usaha, dan masyarakat. 

Pasal 28 
Penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d 
dilaksanakan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha 
Pariwisata yang kredibel dan berkualitas. 

Pasal 29 
Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembangan manajemen 
Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan Pariwisata 
berkelanjutan, kode etik Pariwisata dunia dan ekonomi hijau. 

BAB VI 
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN 

Pasal 30 
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan, meliputi: 
a. penguatan Organisasi Kepariwisataan; 
b. pembangunan SDM Pariwisata; dan 
c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. 

Pasal 31 
Penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf a dilakukan dengan melaksanakan reformasi birokrasi kelembagaan dan 
penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan 
sebagai pilar strategis pembangunan di Daerah. 

Pasal 32 
Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, 
meliputi: 
a. pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan 
b. pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat. 

Pasal 33 
Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan 
kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata. 
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Pasal 34 
Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan 
kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata. 

Pasal 35 
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 huruf c untuk mendukung pembangunan Kepariwisataan, berorientasi 
pada pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri 
Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataan dan SDM Pariwisata. 

BAB VII 
INDIKASI PROGRAM 

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

Pasal 36 
(1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam 

kurun waktu tahun 2016 - 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

(2) Indikasi program pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan 
jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah 
Daerah. 

(3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah 
Dinas selaku instansi teknis didukung oleh instansi terkait di Daerah. 

(4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan 
masyarakat. 

tfAts Vill 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 37 
(1) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

RIPPARDA. 
(2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 38 
(1) Semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang terkait dengan 

pembangunan Kepariwisataan Daerah yang telah ada, dinyatakan tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan 
Peraturan Daerah ini. 



- 13 -

(2) Semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antara Pemerintah 
Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan 
Kepariwisataan di luar Perwilayahan Pembangunan DPD dan KSPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap berlaku sampai dengan 
berakhirnya masa perjanjian. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG RENCANA 
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2031 : 
( 3/3/2018 ). 
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LAMPIF1AN 
PERATURAN DAEFiAH KABUPATEN BERAU 
NOMOR 3 TAHUN 2018 
TENTANG 
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN 
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2025 

Program Prioritas 

Prioritas program pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau untuk lima tahun kedepan adalah peningkatan sarana 
prasarana pada setiap objek untuk setiap destinasi pariwisata yaitu pembangunan dan pengembangan Wisata bahari, Wisata Alam, 
Wisata Perkotaaan, Wisata Religi, Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Minat Khusus . Peningkatan pemasaran Pestinasi Pariwisata 
dan peningkatan kapasiotas Sumber daya manusia pelaku wisata serta pembangunan kelembagaan. 

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Berau 

Tabel 30. Arah Pembangunan 1: Perwilayahan Pembangunan Destinasi Parryvisata Kabupaten Berau 

No Arah Kebijakan Strategi Sasaran Indikator 
Progam Program Kegiatan 

( Actton Plan) 
Para Pihak 

(Stakeholders) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Perencanaan 

pembangunan 
Destinasi Pariwisata dan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata Kabupaten 
Berau 

1. Menyusun rencana induk 
dan rencana detail 
pembangunan Destinasi 
Pariwisata dam Kawasan 
Strategis Pariwisata. 

2. Menyusun regulasi tata 
bangunan dan tata 
lingkungan 

1. Adanya rencana induk dam 
rencana detail Destinasi 
Pariwisata dam Kawasan 
Strategis Pauiwisata 
Kabupaten Berau. 

2. Diterbitkamnya Perda tentang 
Zona perwilayahan 
pembanguna Pariwisata, tata 
bangunan dan tata 
lingkungan pembangunan 
Pariwisata kahupaten Berau 

3. Adanya SK BUpati tentang 
Penetapan Perwilayahan 
Pembangunan Pariwisata 
Kabupaten Berau 

1. Tersusunnya 
perencanaan 
kawasan 
pariwisata 

2. Adanya 
regulasi 
tentang 
penetapan 
kawasan 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pengembangan Objek Wisata 
Unggulan 

2. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objek pariwisata 
dengan lembaga/dunia usaha 

3. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan Destinasi 
Pemasaran Pariwisata 

4. Pengembangan Daerah Tujuan 
Wisata 

1. Pengembangan dan 
penguatan informasi dan data 
base 

2. Pengembangan dan 
penguatan litbang, 
kebudayaan dan pariwisata 

Bappeda, Dinas 
Perumahan dan 
Tata Ruang, Dinas 
Kebudayafan dan 
Pariwisata 

Bappeda, Dinas 
Kebudayaan dam 
Pariwisata dan 
Lembaga terkait. 



- 15 -

2 Penetapan dan Penegakan 
regulasi pembangunan 
Destinasi Pariwisata dan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata Kabupaten 
Beraju 

Monitoring dam 
melakukan pengawasan 
oleh pemerintah terhadap 
penerapan rencama detail 
Destinasi Pariwisata dan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata 

1. Ditetapkan standar dan 
pengawasan pembangunan 
Destinasi Pariwisata dan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata Kabupaten 
Berau 

2. Terbentuk T t m pengawasan 
dam evaluasi pembangunan 
DP dan KSP jiab. Berau 

3. Adanya kebijakan bersama 
yang melibatkan dinas 
kebudayaan dan pariwisata 
dengan dinas terkait lainnya 

4. Adatnya lapcran monitoring 
performemce unit kerja 
koordinasi lintas sector 

1. Mengintensif­
kan komunikasi 
antar sektor 

2. Monitoring 
performance 
unit kerja 
kordmasi lintas 
sector 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

1. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objek 
pariwisata dengan 
lembagaZdunia usaha 

2. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan Destinasi 
Pemasaran Pariwisata 

3. Pengembangan Daerah 
Tujuan Wisata 

4. Pengembangan, Sosialisasi, 

Dinas Pariwisata, 
Dinas Perumahan 
dan Tata Ruang, 
Dinas Kehutanan, 
Dinas Perikanan 
dan Kelautan 

1. Ditetapkan standar dan 
pengawasan pembangunan 
Destinasi Pariwisata dan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata Kabupaten 
Berau 

2. Terbentuk T t m pengawasan 
dam evaluasi pembangunan 
DP dan KSP jiab. Berau 

3. Adanya kebijakan bersama 
yang melibatkan dinas 
kebudayaan dan pariwisata 
dengan dinas terkait lainnya 

4. Adatnya lapcran monitoring 
performemce unit kerja 
koordinasi lintas sector 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

dan penerapan serta 
pengawasan standarisasi. 

5. Pembuatan Rencana Tapak 
(Site Fan ) Kawasan Wisata 

1. Pengeinbangan dan 
penguatan informasi dan data 
base 

2. Pengembangan dan 
penguatan litbang, 
kebudayaan dan pariwisata 

Dinas pariwisata, 
Dinas Perumahan 
dan Tata Ruamg, 
Dinas Kehutanan, 
Dinas Perikaman 
dan Kelautam, 
Perguruaji Tinggi 
dan LSM 

3 Pengendadian implementasi 
pembarngunan Destinasi 
Pari wisata dam Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Kabupaten Berau 

Meningkatkan koordinasi 
antara pemerintah, 
pemerintah daerah, pelatku 
usaha dam masyarakat 
sebagai wujud good 
govemance 

1. Berdirinya beberapa usaha 
bidang pariwisata yang baru 

2. Adanya pertemuan regular 
antara pemerintadi, 
pemerintah daerah, pelaku 
usaha dan masyarakat 

3. Laporan regular tentang 
kondisi Indek Kepuasan 
Masyarakat dari kinerja 
bidang pariwisata. 

4. Meningkatnya nilai investasi 
bidang pariwisa 

1 Penyusunan 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
dalam bidang 
pariwisata 

2 Pembinaan 
industri kecil 
untuk 
menunjang 
sektor 
pariwisata 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objek 
pariwisata dengan 
lembagaZdunia usaha 

2. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan Destinasi 
Pemasaran Pariwisata 

3. Pengembangan Daerah 
Tujuan Wisata 

4. Pengembangan, Sosialisasi, 
dan penerapan serta 
pengawasan standarisasj. 

1. Pengembangan dan 
penguatan informasi dan data 
base 

2. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan kemitraan 
pariwisata. 

3. Monitoring , evaluasi dan 
pelaporan. 

Dinas Kebudayaan 
dam Pariwisata, 
Dinas Pefindagkop, 
Disnaker, BPPT 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Dinas Pefindaigkop, 
Disnaker, BPPT 



- 16 -

Table. 3 1 . Arah Pembangunan 2 : Pembangunan Dayn Tarik Wisata Kabupaten Berau 

No Arah Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Progam Program Kegiatan 
( Action Plan) 

Para Pihak 
(Stakeholders) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Identifikasi potensi 

atraksi wisata dan 
perintisan 
pengembangam daya 
tarik wisata dalam 
remgka mendorong 

1. Mengidentifikasi 
potensi sumber 
daya yang ada dan 
merencanakan 
pengembaofgam 
produk dan araksi 

1. Ditetapkannya objek 
wisata dan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten 
Berau. 

2. Diversifikasi ob.ek 
wisata dan daya tarik 
wisata pada setiap 
Dsetinasi Pariwisata 
kabupaten Berau 

3. Adanya pengelolaan 
Objek dan daya tapik 
wisata yang 
beiwawasan 
lingkungan . 

4. Bei-tambahnya jumlah 
objpk wisata baru yang 
bisa dikunjungi. 

5. Terbitnya master plan 
fisik dan non fisik b igi 
objpk wisata Baru 

6. Ter bangunnya sara na 
dan prasarana bagi 
objek wisata baru 

7. Adanya pengusa ha 
baru bidang pariwisata 

1. l.Mengembag 
kan jumlah 
objek wisata 
baru 

2. Membuat 
master plan 

1 Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

1. Pengembangan Objek Wisata 
Unggulan 

2. Peningkatan pembangunan Sarana 
dan Ifrasarana 

3. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objek pariwisata 
dengan lembagaZdunia usaha 

4. Pengembangan Daerah Tujuan 
Wisata 

1. Pengembangan dari penguatan 
litbang, kebudayaan dan pariwisata 

2. Fasjlitasi pembentukan forum 
komunikasi antar pelaku industry 
pariwisata dan budaya. 

3. Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam pengembangan 
kemitraan pariwisata. 

1. Pek.-starian dam akuntabilitas adat 
budaya daerah 

1 Fasjlitasi partisipas masyarakat 
dalam pengelolaan kekayaan 
budaya 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, PHRI, 
ASITA dan LSM 

pertumbuhan destinasi 
Peuiwisata Kabupaten 
Berapi 

wisata. 
2. Membangun dan 

mengembangkan 
daya tarik wisata 
yang ada dalam 
rangka 
pembangunan 
destinasi pariwisata 
baru. 

3. Memperkuat upaya 
pengelolaan potensi 
kepariwisataan dan 
lingkungan dalam 
mendukung 
pembangunan 
destinasi pariwiata 
yang baru. 

1. Ditetapkannya objek 
wisata dan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten 
Berau. 

2. Diversifikasi ob.ek 
wisata dan daya tarik 
wisata pada setiap 
Dsetinasi Pariwisata 
kabupaten Berau 

3. Adanya pengelolaan 
Objek dan daya tapik 
wisata yang 
beiwawasan 
lingkungan . 

4. Bei-tambahnya jumlah 
objpk wisata baru yang 
bisa dikunjungi. 

5. Terbitnya master plan 
fisik dan non fisik b igi 
objpk wisata Baru 

6. Ter bangunnya sara na 
dan prasarana bagi 
objek wisata baru 

7. Adanya pengusa ha 
baru bidang pariwisata 

fisik dan non 
fisik objek 
wisata baru 

3. Membangun 
sarana dan 
prasarana 
pariwisata 

4. Mendoropg 
pembangunan 
usaha 
pariwisata 

2 Pengembangan 
Kemitraan 

1 Pengelolaan 
Kekayaan 
Budayaj 

2 Program 
Pengelolaan 
Keragaman 
Budayaj 

1. Pengembangan Objek Wisata 
Unggulan 

2. Peningkatan pembangunan Sarana 
dan Ifrasarana 

3. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objek pariwisata 
dengan lembagaZdunia usaha 

4. Pengembangan Daerah Tujuan 
Wisata 

1. Pengembangan dari penguatan 
litbang, kebudayaan dan pariwisata 

2. Fasjlitasi pembentukan forum 
komunikasi antar pelaku industry 
pariwisata dan budaya. 

3. Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam pengembangan 
kemitraan pariwisata. 

1. Pek.-starian dam akuntabilitas adat 
budaya daerah 

1 Fasjlitasi partisipas masyarakat 
dalam pengelolaan kekayaan 
budaya 

Dinas Kebudaysfan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, PHRI, 
/ tSITA dan LSM 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Badan Arkeologi, 
Lembaga Adat (masyarakat) 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Badan Arkeologi, 
Lembaga Adat (masyarakat) 

2 Pembangunan Daya 
Tarifi Wisata untuk 
meningkatkan kualitas 
dam daya saing produk 
dalam menarik minat 
pasar 

1. Mengembangkan 
inovasi manajemen 
produk dan 
kapasitas daya tarik 
wisata untuk 
mendorong suatu 
destinasi pariwiata 
baru. 

2. Memperkuat upaya 

1 Incyasi produk paqa 
setjap objek wisata di 
Kabupaten Berau 

2 Terwujudnya 
peningkatan Kualitas 
produk dalam rangka 
peningkatan daya 
tarjk wisata yang 
memperhatikan 

1. Jumlah 
fasilitasi 
pengembangan 
daya tarik 
wisata alarn, 
bahari, dan 
budaya (daya 
tarik wisata) 

1 Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

1 Pengembangan Objek Wisata 
Unggulan 

2 Peningkatan pembangunan Sarana 
dan Prasarana 

3 Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objejt pariwisata 
dengan lembagaZdunia usaha 

4 Pengembangan Daerah Tujuan 
Wisata 

Dinas Kebudayajan dan 
Pariwisata, PU, Diskominfo, 
Bappeda, PHRI, ASITA 
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konservasi potensi 
kepariwisaiaan dan 
lingkungan dalam 
mendukung 
mtensifikas.i daya 
teirik wisata. 

kearifan lokal dan 
konservasi. 

2. J u m l a h 
fasilitasi/ 
pendukungan 
ameni tas/ 
fasilitas 
pariwisata 

2 Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

2. Program 
Pengelcjaan 
Kekayaan 
Budaya 

1. Pengembangan SDM di bidang 
11 Hattaan rlan Pantinoata KCU UUety cicil 1 Lidi 1 reulWloala 

bek.erjasama dengan lembaga 
lainnya. 

2. Fasil itasi pembentukan forum 
komunikasi antar pelaku industry 
pariwisata dan budaya. 

1. Pelatihan Pemandu wisata terpadu. 

Dinas Kebudayaan dan 
Pai-iiincatn PT T rjllIfnniMfil 
i CU 1W laelLcl, I U , Ls lOlS.L'llllJ 11 U, 
EJappeda, Disnaker, 
Perguruan Tinggi, PHRI, 
ASITA, LSU, LSP 

Dinas Kebudayaan dan 
Ftariwisata, , Disnaker, 

2. J u m l a h 
fasilitasi/ 
pendukungan 
ameni tas/ 
fasilitas 
pariwisata 

2 Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

2. Program 
Pengelcjaan 
Kekayaan 
Budaya 

1. Fasil itasi partisipasi, masyarakat 
dahim pengelolaan kekayaan 
budaya 

2. Pengembangan kebudayaan dan 
pariwisata 

Perguruan Tinggi, LSU, LSP 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, PHRI, ASITA, 

3 Pemantapan Daya Tar ik 
Wisata untuk 
meningkatkan daya 
seung produk dale.m 
menarik kunjungan 
ularg wisatawan dan 
segr fien pasar yapg 
lebih luas 

1. Meningkatkan 
kualitas produk 
wisata yang ada dan 
mengembangkan 
diversifikasi produk 
dan keragaman nilai 
daya tank wisata 
dalam berbagai 
tema. 

2. Meningkatkan 
pengelolaan 
lingkungan dalam 
rangka pelestaria 
untuk 
keberlanjulan dan 
memperkuat upaya 
penataan ruang 
wilayah dan 
konservasi potensi 
kepariwisataem 
dalam mendukung 
diversifikasi daya 
tarik wisata. 

1. Tersediemya produk 
wisata baru dan atra <si 
wisata baru dalam 
rangka peningkatan 
daya jua l . 

2. Adanya peningkatan 
ternadap pengelolaan 
dan pemanfaatan daya 
tank pada setiap 
destinasi dengan 
mengutamakan 
kelierlanjutan. 

3. Terbentukrya 
kesamaan persepsi, 
sikap dan respon 
antara masyarakat dan 
wisatawan dalam 
melestarikan 
lngkungan dalam 
rangka keberlanjutan 
setiap objek wisata 
pada setiap Destinasi 
Pariwisata Kabupaten 
Berau 

1. Perintisan dan 
pengembangan 
daya tarik 
wisata alam, 
budaya dan 
khusus bagi 
segmen wisata 
massal (mass 
market) 
maupun bagi 
segmen ceruk 
pasar (niche 
market) 

2. Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat 
untuk 
melestarikan 
budaya . 

1. Pengembangan 
D es 11 nas i 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

3. Pengembangan 
Pemasalan 
Pariwisata 

1. Pengembangan Objek Wisata 
Unggulan 

2. Peningkatan pembangunan Sarana 
dan Prasarana 

3. Pengembangan Daerah Tujuan 
Wisata 

4. Pengembaraan, Sosialisasi, dan 
penerapan serta pengawasan 
standarisasi. 

1. Pengembangan dan penguatan 
informasi dan data base 

2. Pengembangan SDM di bidang 
kebudayaan dan Pariwisata 
bekerjasama deng8,n lembaga 
lainnya. 

3. Pengembangan suifnber daya 
manusia dan profesionalisme bidang 
pariwisata. 

1. Analisa pasar untuk promosi dan 
pemasaran objek pariwisata. 

2. Peningkatan pemanfaatan teknologi 
informasi dalam pemasaran 
par, wisata. 

3. Pelatihan Pemandu w.sata terpadu. 

Dinas Kebudayaan dan 
F'ariwisata, PU, BPPT, 
Diskominfo, Disnaker, 
Perguruan Tinggi, PHEU, 
ASITA, LSU, LSP 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Disnaker, 
Perguruan Tinggi, PHRI, 
/(.SITA, LSU, LSP 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Disnaker LSU, 
LSP 
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4. Pengembangan 
nilai Budaya 

5. Program 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya 

1. Pelestarian dan akuntabilitas adat 
budaya daerah 

2. Pemberian dukungan, penghargaan 
kerjasama dihidang bpdaya 

1. Fasjlitasi partisipasi, masyarakat 
dalam pengelolaan kekayaan 
budaya 

2. Pengelolaan dan pengambangan 
pelestarian peningkatan sejahtera 
purbakala, museum dan 
peninggalan bawah air 

1. Pengembangan kcsenian dan 
kebudayaan daerah 

2. Fasilitasi perkembangan 
keragaman budaya daerah 

3. Fasilitasi penyelenggaraan festival 
budaya daerah 

1. Fasilitasi pembentukan kemitraan 
usaha profesi antar daerah 

2. Membangun kemitraan 
pengelolaan kebudayaan antar 
daerah 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Badan Arkeologi 
Lembaga Adat 

Dinas Kebudays;an dan 
Pariwisata, Badan Arkeologi 
Lembaga Adat 

6. Pengeol£fan 
Keragaman 
Budaya 

7. Program 
Pengembangan 
Kerjasarpa 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya 

1. Pelestarian dan akuntabilitas adat 
budaya daerah 

2. Pemberian dukungan, penghargaan 
kerjasama dihidang bpdaya 

1. Fasjlitasi partisipasi, masyarakat 
dalam pengelolaan kekayaan 
budaya 

2. Pengelolaan dan pengambangan 
pelestarian peningkatan sejahtera 
purbakala, museum dan 
peninggalan bawah air 

1. Pengembangan kcsenian dan 
kebudayaan daerah 

2. Fasilitasi perkembangan 
keragaman budaya daerah 

3. Fasilitasi penyelenggaraan festival 
budaya daerah 

1. Fasilitasi pembentukan kemitraan 
usaha profesi antar daerah 

2. Membangun kemitraan 
pengelolaan kebudayaan antar 
daerah 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Badan Arkeologi 
Lembaga Adat 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Badan Arkeologi 
Lembaga Adat 

4 Revitalisasi Daya Tar ik 
Wisata dalam upaya 
peningkatan kualitas, 
keberlanjutan dan daya 
saing produk dalam 
menciptakan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten 
Ber£|U 

1. Melakukan inovasi 
dam kreatifitas serta 
revitalisasi strktur, 
elemen dan 
aktivitas yang 
menjadi penggerak 
kegiatan 
kepariwisataan 
pada daya tarik 
wisata. 

2. Mengatur 
pemanfaatan dan 
penataan ruang 
wilayah dan 
kawasan sekitar 
untuk peningkatan 
kualitas daya tarik 
wisata dan 
melakukan 

1 Terjaganya 
keberlanjutan setiap 
daya tarik wisata pada 
setjap destinasi 
pariwisata 

2 Terjaganya ob;ek 
wisata yang ada 
dengan menerapkan 
standar operasional 
prosedur. 

3.Ter(atanya kawasan 
objek wisata dengan 
baik dan 
dilaksanakannya 
pengelolaan wisatawan 
masuk melalui satu 
pintu. 

1. Penguatan 
interpretasi 
dan inpvasi 
produk dalam 
upaya 
meningkatkan 
kualitas daya 
tarik, 
keunggulan 
kompetitif dan 
komparatif 

2. Meningkatnya 
kontribusi 
sector 
pariwisata 
dalam 
perekonomian 
daerah 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pengembangan Objek Wisata 
Unggulan 

2. Peningkatan pembangunan Sarana 
dan Prasarana 

3. Pengembangan jenis; dan Paket 
Wisata Ungulan 

4. Pengembangan Daerah Tujuan 
Wisata 

5. Pengembangan, Sosialisasi, dan 
penerapan serta pengawasan 
standarisasi. 

1. Pengembangan dap penguatan 
informasi dan data base 

2. Pengembangan SDM di bidang 
kebudayaan dan Pariwisata 
bekprjasama dengan lembaga 
lainnya. 

3. Pengembangan sumber daya 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, PU, BPPT, 
Diskominfo, Bappeda 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, BPPT, Disnaker. 
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koservasi potensi 
kepariwisataan 
lingkungan. 

Pengenf bangem 
Pemasakan 
Pariwisata 

4. Pengelolaan 
Kekayaan 
Budayo 

5. Prograrp 
Pengelolaan 
Keragaman 
Budayef 

6. Prograup 
Pengembangan 
Kerjasama 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Budayp 

4. 

2. 

manusia dan 
bidang pariwisata. 
Monitoring , 
pelaporan. 

profesionalisme 

evaluasi dan 

dan Analisa pasar untuk promosi 
pemasaran objek pariwisata.. 
PeUtksanaan promosi pariwisata 
nusantara di dalam dan di luar 
negpri. 
Peleftiham Pemandu wjsata terpadu. 

Fasil itasi partisipasi masyareikat 
dalam pengelolaan kekayaan 
budaya 
Pengelolaan dan pengambangan 
pelestarian peningkatan sejahtera 
purbakala, museum dan 
peninggalan bawah aif 

Pengembangan kesenian dan 
kebfidayaan daerah 
Fasjl itasi perkembangan keragaman 
budaya daerah 
Fasjl itasi pengembangan kemitraan 
dengan LSM dam perusahaan 
swasta 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Disnaker, 
Perguruan Tinggi, PHRI, 
/ tSITA, LSU, LSP 

Dinas Kebudayaan dam 
Hauiwisata, Badan Arkeologi, 
Perguruan Tinggi 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Badan Arkeologi, 
Perguruan Tinggi 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, dan LSM 
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Table 32. Arah Pembangunan 3 : Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata 

No ^rah Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Progam Program Kegiatan 
(Action Plan) 

Para Pihak 
( Stakeholders) 

1 2 3 4 5 6 y 8 
1 Pengembangan dap 

peningkatan 
kemudahan akses dap 
pergerakan wisatawan 
menuju destinasi dap 
pergerakan wisatawan 

1. Meningkatkan ketersediaan 
moda transportasi sesuai 
kebutuhan dan 
perkembangan pasar baik 
menuju desfinasi pariwisata 
dan di kawasan destinasi 

1. Tersedianya berbagai moda 
transportasi yang aman dan 
sesuai dengan kebutuhan 
menuju dan dj objek wisata 

2. Terkoneksinyp antar 
destinasi pariwisata 

1. Peningkatan 
kapasitas dan 
kualitas sarana 
dan prasarana 
dasar untuk 
peningjeatan 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

U Pengembangan Objek 
Wisata L nggulan 

2 , Peningkatan pembangunan 
Sarana c|an Prasarana 

3 . Pengemliangan Daerah 
Tujuan Wisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, BAPPEDA, 
PU, Dinas Perumahan 
dan Tata Ruang. 

di (awasan destinasi 
berupa ja lan dap 
ketersediaan moda 
transportasi 

pariwisata. 
2. Meningkatkan konekti vitas 

atau keterhubungan dari 
suatu destinasi pariwisata 
dengan dest inasi pariwisata 
latinnya serta kemudahan 
mendapatkan akses dari 
pintu masuk wisata. 

3. Penyiapan fasilitas 
persinggahan di sepanjang 
koridor pergerakan wisata 
di destinasi pariwisata. 

4. Membangun, system 
informasi management yang 
baik untuk mempermudah 
dalam pemilihan moda 
transportasi bagi wisatawan 
dalam menetapkan 
perencanaan perjalanan 
wiata dan meningkatkan 
pelayanan reservasi setiap 
moda transfiortasi. 

5. Mengembangkan 
keragaman jenis moda 
transportasi menuju 
destinasi pan pergerakan 
wisatawan di destinasi 
pariwisata sesuai 
kebutuhan dan 
perkembangan pasar. 

3. Tersedianya sarana dan 
fasilitas wisata pada setiap 
destinasi 

4. Tersedianya pusat 
informasi pariwisata 
tentang pariwisata pada 
setiap destinasi pariwisata 
Kabuaten Berau 

5. Meningkatnya tingkat 
keterjangkuar, parasarana 
simpul pergerakan moda 
transportasi 

kualitas 
kepariwisataan 

2. Mengintensifkan 
komunikasi 
antar sektor 

3. Monitoring 
performance 
unit kerja 
kordinasi lintas 
sector 

4. Pengembangan 
5. Prasarana moda 

angkutan 
6. Pengembangan 

system 
keamanan moda 
transportasi 

7. Kemudahan 
melakukan 
reservasi moda 
transportasi 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

3. Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

4. Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya 

U Peningkatan Peram serta 
masyarakat dalam 
pengembangan kemitraan 
pariwisafa. 

2. Monitori pg , evaluasi dan 
pelaporan. 

K Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan pemasaran 
pariwisafa. 

2. Pelatihan Pemandu wisata 
terpadu. 

1. Pengembangan kebudayaan 
dan pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Djsnaker 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, BAPPEDA, 
Disnaker 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Badan 
Arkeologi 
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2 Peningkatan mutp 
sarana - prasarana 
menuju destinasi 
pariwisata dan di 
kawasan destinasi 
shingga memberikan 
kenyamanan dap 
keamanan pergerakan 
wisatawan. 

1 . Meningkatkan dan 
memberikan. jaminan 
kenyamanan moda 
transportasi menuju 
destinasi pan pergerakan 
wisatawan di kawasan 
destinasi pariwisata. 

2. Keterpaduan jaringan 
infrastruktur transportasi 
atas destinasi pariwisata 
dengan pintu masuk 
kawasan wisata yang 

1 . Terlayaninya wisatawan 
dengan moda transportasi 
yang aman dam memadai 
di kawasar destinasi 
Pariwisata. 

2. Terkoneksinyp antar objek 
wisata pada setiap dan 
antar destinasi pariwisata 
dengan moda transportasi 
yang beragam. 

3. Terpenuhinya sarana 
pengaman pada setiap 

1 . Terciptanya 
ketertiban 
pergerakan 
moda 
transportasi. 

2. Terciptanya 
tingkat 
keterjangkauan 
prasarana 
simpuli 
pergerakan 
moda 

1 . Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

1 . Pengembangan Objek Wisata 
Unggular, 

2. Peningkatan pembangunan 
Sarana dan Prasarana 

3. Pengembangan Daerah 
Tujuan Wisata 

1 . Pengembangan dan 
penguatan informasi dan 
data base 

2. Monitorir.g , evaluasi dan 
pelaporan. 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, BAPPEDA, 
PU, Dinas Peiumahan 
dan Tata Ruang. 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, E; PPT 

mendukung kemudahan 
transfer intermoda 
transportasi. 

3. Menjamin keamanan dan 
keselamatan moda 
transportasi bagi wisatawan 
dalam perjalanan menuju 
destinasi can pergerakan 
wisatawan di kawasan 
destinasi pariwisata. 

armada transportasi. transportasi 
3. Pengembangan 

Pemasaran 
Pariwisata 

1 » Pelatihan Pemandu wisata 
terpadu. 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Disnaker 

Table 33. Arah Pembangunan 4 : Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata 

No Arah Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Progam Program Kegiatan 
( Action Pion) 

Para Pihak 
(Stakeholders) 

1 2 L 4 5 6 7 
1 Penyediaan Prasarana 

Umum, Fasilitas 
Umum, Dan Fasilitas 
Pariwisata pada setiap 
destinasi pariwisata. 

1. Memberikan insentif atau 
kemudahan-
kemudahanu ntuk 
pengembangan prasarana 
umum, fasilitas umum, 
dan fasilitas pariwisata 
dalam mendukung 
penetapan dan 
pengembangan setiap 
destinasi pariwisata. 

2. Meningkatkan fasilitasi 
pemerintah untuk 
pengembangan Prasarana 
Umm, Fasilitas Umum,dan 
Fasilitas Pariwisata atas 
inisiatif swasta. 

3. Memfasilitasi, dan 

1 . Tersedianya fasilitas umum 
dan fasilitas pariwisata pada 
Destinasi Pariwisata 
Kabupaten Berau. 

2. Terbangunnya fasilitas 
Pariwisata kabupaten Berau 
atas inisiatif swasta. 

9 . Pemberian insentif 
Pengembangan pada setiap 
destinasi Pariwisata. 

1.1 erimplementasi 
rTya pemberian 
insentif 

2. Peningkatan 
peran 
pemerintah 
kabupaten 
untuk 
rpemfasilitasi 
pengembangan 
prasaran 
umum. 

1 . Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pengembangan Objek Wisata 
Unggulan 

2. Peningkatan pembangunan 
Sarana dar. Prasarana 

3. Pengembangan jenis dan 
Paket Wisafa Ungulan 

4 . Pengembangan Daerah 
Tujuan Wisata 

5. Pengembangan, Sosialisasi, 
dan penerapan serta 
pengawasan standarisasi. 

1 . Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam 
pengembangan kemitraan 
pariwisata. 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, BAPPEDA, 
PU.PHRI, ASITA 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, BAPPEDA, 
P U . P H R I , Asnv,, 



meningkatkan koordinasi 
dalami pembangunan 
Prasarana Umum,Fasil itas 
Umum, dan Fasilitas 
Pariwisata untuk 
mendukung kesiapan 
setiap Destir fasi Pariwisata 
dan meningkatkan daya 
saing. 

Peningkatan Kualitas 
Prastarana Umum, 
Fasilitas Umum,daq 
Fasil itas Pariwisata, 
yang mendukung 
pertumbuhan 
pariwisata dan daya, 
saing destinas; 
pariwisata. 

1. Meningkatkan pola 
kemitraan antara 
Pemerintah, swasta dan 
masyarakat dalam 
peningkatan kualitas 
prasarana upium, fasilitas 
umum dan fasilitas 
pariwista. 

2. Mendukung pola 
kemandirian bagi swasta 
dan masyarakat dalam 
peningkatan pengelolaan 
prasarana umum,faslitas 
umum, dan fasilitas 
pariwisata di destinasi 
pariwisata. 

3. Menyediakan prasarana 
umum, fasilitas umum dam 
fasilitas pariwisata yang 
memenuhi kebutuham 
wisatan berkebutuhan 
khusus. 

1 .Terwujudnya sinergi antara 
pemerintah, swasta dam 
masyauakat. 

2. Terwujudnya pola 
kemamdirian dalam 
pengelolaan fasilitas umum 
oleh swasta dan 
masyarakat. 

3j. Tersedianya prasaran 
wisata bagi yang 
berkebutuhan khusus. 
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3. Pengembauigaq 
Pemasaran 
Pariwisata 

Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya 

1 . Analisa pasar untuk promosi 
dan pemasaran objek 
pariwisata. 

2. Pelatihan Pemandu wisata 
terpadu. 

1. Pengembangan kebudayaan 
dan pariwisata 

2. Pengembangan nilai dam 
geografi sejarah 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, BAPPEDA, 
PU.PHRl, ASITA, LSP, LSU 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Perguruan 
Tinggi 

1. Adanya sistem 
insentif 
pengembangan 
sarana dan 
fasilitas umum 
qan pariwisata 

2. Meningkatnya 
qaya saing DP 
qan sekit arnya. 

3. Adanya 
pedoman dan 
SOP skema 
kemitraa 

4. Diterapkannya 
skema 
kemitraan 
qntuk rute 
qdara, darat 
e.an laut. 

Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

Pengembangap 
Kemitraan 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

2. 

Pengembangan Objek Wisata 
Unggulan 
Peningkatan pembangunan 
Sarana dam Prasarana 
Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objek 
pariwisata dengan 
lembaga/ dunia usaha 
Pemantauan dan evaluasi 
pelaksa-naan program 
pengemba-ngan Destinasi 
Pemasaran Pariwisata 
Pengembangan Daerah 
Tujuan Wisata 
Pengembangan, Sosialisasi, 
dan penerapan serta 
pengawasan standarisasi. 

Pengembangan dan 
penguatan informasi dan 
data base 
Pengembangan SDM di 
bidang kebudayaan dan 
Pariwisata bekerjasama 
dengan len-fbaga lainnya. 
Fasil i tasi pembentukan 
forum komunikasi antar 
pelaku industry pariwisata 
dan budaya. 
Pelaksanaan 
pembangunan 
pariwisata. 
Peningkatap 
masyarakat 

koordinasi 
kemitraan 

Peran serta 
dalam 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, BPPT, 
BAPPEDA, PU.PHRl, 
ASITA, Pergurpan Tinggi 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, BAPPEDA, 
PU.PHRl, ASITA, Lembaga 
Adat, Badan Arkeologi, LSP, 
LSU Perguruan Tinggi 
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3. Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya 

pengembangan kemitremn 
pariwisata. 

1. Pengembangan kebudayaan 
dem pemiwisata 

2. Pengembetngan nilai dem 
geografi sejarah 

Dinas Kebudayaan dem 
Pariwisata, Perguruan 
Tinggi 

3 Melakukan evaluasi, 
d em monitoring dalam, 
rangka pengendaliar 

1. Menyusun regulasi 
perijinan untuk menjaga 
daya dukung lingkungan 

1. Tersusun dem terlaksanya 
Standard operasional 
Prosedure (SDP) 
pengelolaan setiap objek 
wisata. 

i . Adanya regulasi penetapan 
destinasi dan pengaturan 
arus wisatawa demi 
destinasi ke destjnasi. 

S.Tersediemya jenis skema 
Kemitraem Jedemnya 
program kemitraan untuk 
Fasilitas Pemiwisata 
Angkutan Udara , 
Angkutan Darat dem 
Angkutan l a u t . 

1. Ademya 
standar 
operasional 
prosedur setiap 
sarana -
prasaran 
wisata. 

2. Terlaksananya 
pengawasan 
terhadap 
sarana -
prasarana yang 
ada 

1. Pengembemgemf 
Destinasi 
Pariwisata 

1. Pengembangan Objek Wisata 
Unggulan 

2. Peningkatan pembangunan 
Sarana dem. Prasarana 

3. Pengembemfgem jenis dem 
Paket Wisata Ungulan 

4. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objek 
pariwisata dengan 
lembaga/dunia usaha 

5. Pemantauan dem eveduasi 
pelaksanaan program 
pengembar.gan Destinasi 
Pemasaran Pemiwisata 

6. Pengembar.gan Daerah 
Tujuan Wisata 

7. Pengembemjgem, Sosialisasi, 
dem penerapan serta 
pengawasan standarisasi. 

1. Pengembemfgem dem 
penguatan informasi dem 
data base 

2. Pengembemfgem SDM di 
bidang kebudayaan dem 
Pariwisata bekerjasama 
dengan lembaga lainnya. 

3. Pengembangan sumber daya 
manusia dan profesionalisme 
bidang pemiwisata. 

4. Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam 
pengembemfgem kemitraan 
pariwisata. 

5. Monitonng evaluasi dan 
pelaporem. 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, BAPPEDA, PU 

Prasarana Umum, 
Perpbemgunan 
Fasilitas Umum, dan 
Fasilitas Pariwisata 
bagi setiap destinasi 
pariwisata untuk: 
mer jaga daya dukung 
dan daya saing. 

dem operasioneil setiap 
usaha di destinasi 
pariwisata. 

2. Menjalankan penegakan 
peraturan perundemg-
undangan pada setiap 
destinasi pariwisata. 

1. Tersusun dem terlaksanya 
Standard operasional 
Prosedure (SDP) 
pengelolaan setiap objek 
wisata. 

i . Adanya regulasi penetapan 
destinasi dan pengaturan 
arus wisatawa demi 
destinasi ke destjnasi. 

S.Tersediemya jenis skema 
Kemitraem Jedemnya 
program kemitraan untuk 
Fasilitas Pemiwisata 
Angkutan Udara , 
Angkutan Darat dem 
Angkutan l a u t . 

1. Ademya 
standar 
operasional 
prosedur setiap 
sarana -
prasaran 
wisata. 

2. Terlaksananya 
pengawasan 
terhadap 
sarana -
prasarana yang 
ada 

2. Pengembemgemf 
Kemitraan 

1. Pengembangan Objek Wisata 
Unggulan 

2. Peningkatan pembangunan 
Sarana dem. Prasarana 

3. Pengembemfgem jenis dem 
Paket Wisata Ungulan 

4. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objek 
pariwisata dengan 
lembaga/dunia usaha 

5. Pemantauan dem eveduasi 
pelaksanaan program 
pengembar.gan Destinasi 
Pemasaran Pemiwisata 

6. Pengembar.gan Daerah 
Tujuan Wisata 

7. Pengembemjgem, Sosialisasi, 
dem penerapan serta 
pengawasan standarisasi. 

1. Pengembemfgem dem 
penguatan informasi dem 
data base 

2. Pengembemfgem SDM di 
bidang kebudayaan dem 
Pariwisata bekerjasama 
dengan lembaga lainnya. 

3. Pengembangan sumber daya 
manusia dan profesionalisme 
bidang pemiwisata. 

4. Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam 
pengembemfgem kemitraan 
pariwisata. 

5. Monitonng evaluasi dan 
pelaporem. 

Dinas Kebudayaan dem 
Pemiwisata, PHRI, ASITA 



- 24 -

Table 34. Arah Pembangunan 5: Pemberdayaan Masyarakat Melalpi Kepariwisataan 

No Arah Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Progam Program Kegiatap 
( Action Pian) 

Para Pihak 
(Stakeholders) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Peningkatan 

kapasitas dir 
masyarakat lokal 
untuk menabah pola 
pikif dengan 
meningkatkan 

1. Melakukan 
pemetaan data 
potensi dan 
kebutuhan 
penguatan 
kapasitas 

1.Terwujudnya kesamaan 
pesrsepsi, sikap da n 
respon terhadap fungsi 
dam manfaat Destinasi 
Pariwisata Kabupaten 
Berau. 

1. Meningkatkan 
kekuatan 
kelembagaan 
masyarakat 
dan 
pemerintah 

1. Pengenjbangan 
Destinasi 
Pariwisata 

1. Pengembangan Objek Wisata 
Unggulan 

2. Pengembangan Dasrah Tujuan 
Wisata 

3. Pengembangan, Sosialisasi, dam 
penerapan serta pengawasan 

Dinas Kebudayaan dam 
Pariwisata, BAPPEpA, BPPT 

pemahaman akan 
persepsi, sikap dan 
respon terhadap, 
pem, bangunan 
Destinasi Pariwisata. 

masyarakat lokal 
dalam 
pengembangan 
Kepariwisataan. 

2. Melakukan 
pemberdayaan 
potensi dan 
kapasitas 
masyarakat lokal 
dalam 
pengembangan 
Kepariwisataan. 

3. Memperkuat 
kelembagaan 
masyarakan dam 
Pemerintah di 
tingkat lokal guna 
mendorong 
kapasitas dan 
peran serta. 

2. Kapasitas Sumber daya 
manusia pada setiap 
destinasi wisata 
meningkat. 

3. Peram serta masyarakat 
dalam pengembangan 
pariwisata meningkat. 

4. Terbentuknye» badan 
penge ola pada setia p 
objek dan destinasi 
pariwisata. 

5. Teridentifikasinya 
seluruh potensi dan 
kebutuhan penguatan 
kapasdas masyarakat 
lokal 

tingkat lokal 
2. Meningkatkan 

kemampuifn 
sumberdaya 
lokal 

3. Permintaan 
terhadap 
produk 
industri kecil 
dan menengah 
meningkat 

4. Meningkatpya 
kesadaran 
tentang 
standar wisata 

2. Pengercfbangan 
Kemitraan 

3. Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

standarisasi. 

1. Pengembangan SE<M di bidang 
kebudayaan dam Pariwisata 
bekerjasama dengan lembaga 
lainnya. 

2. Fasil itasi pembentukam forum 
komunikasi antar pelaku industry 
pan wisata dan budaya. 

3. Pelajksamaan koordinasi 
pembangunan kemitraan pariwisata. 

4. Pengembangan sumber daya 
manusia dam profesionalisme bidang 
pariwisata. 

5. Peningkatan Peran serta masyarakat 
dalam pengembangan kemitraan 
pariwisata 

6. Monitonng, evaluasi dan pelaporan. 

1. Pengembangan statistic 
kepaiwisataan 

2. Pelatihan Pemandu wisata terpadu. 

1. Pelestarian dan akuntabilitas adat 
budaya daerah 

2. Penyusunan kebijakan tentang 
budaya lokal daerah 

3. Penjantauan dan evluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan nilai budaya 

4. Pemberian dukungan, penghargaan 
kerjasama di bidang budaya 

Dinas Kebudayaar dam 
Pariwisata, Disnaker, 
PAPPEDA, PHRI, ASITA, LSU, 
j.SP 

Dinas Kebudayaar dan 
Pariwisata, Disnaker, LSU^ LSP 
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4. Program 
Pengembangan 
Nilai Budaya 

1. Fasil itasi partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan ke^cayaan budaya 

2. Pelestarian fisik dsm kandungan 
bahan pustaka termasuk naskah 
kuno 

3. Penyusunan kebijakan pengelolaan 
kekayaan budaya lokcil daerah 

4. Sosjalisasi pengelolaan kekayaan 
budaya lokal daerah 

5. Pengelolaan dam pengambangan 
pelestarian peningkatan sejahtera 

pinas Kebudayaar, dan 
pariwisata, Perguruan Tinggi, 
pembaga Adat 

5. Pengelcilaan 
Kekayaan 
Budayi). 

6. Program 
Pengelolaan 
Keraga,nan 
Budaya 

y . Program 
Pengembangan 
Kerjasuma 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya 

purbakala, museum dan 
peninggalan bawah air 

6. Pengembangan database system 
informasisejarah purbakala 

1. Pengembangan kesenian dan 
kebudayaan daerah 

2. Penyusunan system informasi 
database bidang kebudayaan 

3. Penyelenggaraan dialpg kebudayaan 
4. Fasjl itasi perkembangan keragaman 

budaya daerah 
5. Fasil itasi penyelenggaraan festival 

budaya daerah 
6. Seminar dalam rangka revitalisasi 

dan reaktulisasi budaya local 
y. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pengembangan 
keanekaragaman budaya 

1. Fasil itasi pengembangan kemitraan 
dengan LSM dan perusahaan swasta 

2. Fasilitasi pembentukan kemitraan 
usa|ia profesi an tau- daerah 

pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Perguruan Tinggi, 
pembagi Adat dan LSM 

pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Perguruan Tinggi, 
pembagi Adat 

pinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Perguruan Tinggi, 
Lembaga Adat dan LSM 
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2 Pemberdayaan 
masyarakat loka! 
melalui 
pengembangan usaha 
produktif di bidang 
pariwisata. 

1. Meningkatkan 
pengembangan 
potensi sumber 
daya loked sebageu 
daya tarik wisata 
berbasis kelokalan 
dalam kerangka 
pemberdayaan 
masyarakat melalui 
pariwisata. 

2. Mengembangkan 
potensi sumber 

1. Bertambahnya usaha 
masyijkat lokal dihidang 
pariwisata (Akomodasi.' 
Transportasi, souvenir, 
rumah makan dan jasa, 
lainnya). 

2. Terbentuknya desa, 
wisata), dengan produk 
unggv,lemnya (One; 
vU.la.ge one product). 

3. Peningkatan Kemasan 
produk industri 

1. Dioptimalkan 
y a potensi dan 
kapasitas 
masyarakat 
lokal 

2. Merancang 
desa menjadi 
desa wisata 

3. Meru bah bekas 
tambang 
menjadi tepipat 
wisata 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengenjbangan 
Kemitraan 

1. Pengembangan Daerah Tujuetn 
Wisata 

1. Pengembangan SEjM di bidang 
kebpdayaaua dan Pariwisata 
beksrjasama dengan lembaga 
latinnya. 

2. Fasilitasi pembentukan forum 
komunikasi antar pelaku industry 
pariwisata dan budaya. 

3. Pengembangan sumber daya 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Perguruan Tinggi 

pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, BPPT dan 
Perguruan Tinggi 

daya lokal pielalui 
desa wisata. 

3. M eningkatkai 
kualitas produk 
industri kecil dan 
menengah sebagai 
komponen 
pendukung wisata 
di Destinasi 
Pariwisata 

4. Meningkatkap 
kemampuan 
berusaha pelaku 
usaha pariwisata 
skala usaha mikro, 
kecil dan mepengah 
yang di 
kembangkan 
masyarakat lokal. 

pendukung wisata. 
4. Terakomodirnya 

kreativitas masyarakt 
lokal dalam usaha 
pariwisata. 

5. Peningkatan 
pemberdayaan 
kekuatan masyarakat 
dan pemerintah tingkat 
lokal 

6. Bertambahnya buah, 
tangan produksi lokal, 
betik dari kuantitas, 
maupun 
diversifikasinya. 

7. Semakin meningkatnya, 
permintaan produks, 
lokal 

8. Semakin besarnya, 
modal dan total asset 
pelaku usahe, 
pariwisata lokal. 

4. Meningkat)tan 
kemeunpupn 
berusaha 

5. Meningkatnya 
pieran serta 
masyerake,t 

3. Pengembangan 
Pemasakan 
Pariwisata 

4. Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya, 

manusia dan profesiopadisme bidatng 
pariwisata. 

4. Penjngkatatn Peran septa masyarakat 
dalam pengembangan kemitraan 
pariwisata. 

5. Monitoring» evalueisi dan pelaporan. 

1. Pejatihatn Pematndu ipisata terpadu. 

1. Fasilitasi partisipasi masyarakat 
datlapn pengelolaan keicayaan budaya 

2. Pelestarian fisik dan kandungan 
bahan pustaka terrpasuk naskath 
kuno 

3. Penyusunan kebijakan pengelolaan 
kekayaan budaya lokatl daerath 

4. Sosfalisasi pengelolaan kekayaan 
budaya lokal daerah 

5. Pengelolaan dan pengambangan 
pelestarian peningkatan sejahtera 
purbakala, museum dan 
peninggalan bawah air 

6. Pengembangan kebpdayatan dan 
pariwisata 

7. Pengembangan nilai dan geografi 
sejara 

8. Perekaman dan digitalisasi 
bahanpustatka 

9. Perumusan kebijakan sejarah 
purbakala 

10. Pengawasan, monitc,ring, evaduasi 
dan pelaporan pelaksanaan program 
pengelolaan kekayaan budaya 

11 . Pendukungan pengelolaan museum 

pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Perguruan Tinggi, 
bSP, LSU 

pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Kecamatan, 
Perguruan Tinggi, Badan 
Arkeologi, Lembaga Adat 

http://vU.la.ge
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5. Program 
Pengelcilaan 
Kerageunan 
Budaye, 

dan taman budaya di daerah 
12. Pengelolaan karya cetak dara keuya 

rekam 
13. Pengembemgan database system 

informasisejarah purbakala 

1. Pen gembangan kesenian dan 
kebudayaan daerah 

2. Fasil itasi perkembangem keragaman 
budaya daerah 

3. Fasjlitasi penyelenggaraan festived 
budaya daerah 

pinas Kebudayaan dem 
Peiriwisata, Pergcjruem Tinggi, 
Lembaga Adat 

6. Program 
Pengembangem 
Kerjasama 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaye, 

1. Fasilitasi pengembangan kemitraan 
dengan LSM dem perusahaan swasta 

2. Moiiitoring, evaluasi dan pelaporan 

pinas Kebudayeian dan 
Peiriwisata, Perguruan Tinggi, 
Lembaga Adat, LSM dan 
Swasta 

3 Penyusuneui regulasi 
dan pemberian 
insentif pada 
masyarakat d; 
kawasan destinasi 
untuk mendorong; 
perkembangem 
indtfstri kecil dan 
mengeah pada Useiha 
Pariwisata 

1. Mendorong 
pemberian jnsentif 
dan kemudahan 
bagi pengembangan 
industri kecil dan 
menengah dan 
useiha pariwisata 
skala usaha mikro, 
kecil dan menengeih 
sesuai dengan 
ketentuan 
perundang-
undangan. 

2. Mendorong 
perlindungem 
terhadap 
kelangsungan 
industri kecil, 
menengeih dan 
usaha pariwisata 
skala usaha mikro, 
kecl dan menengah 
di sekitar Destinasi 
Pariwisata. 

1. Bertefmbahnya usaha 
kecil dan menengah 
masyarakat di bidang 
industri peiriwisatej 
pada setiap Destinasi 
Pariwisata. 

2. Meningkatnya 
pendapatem 
masy arakat dari usaha, 
kecil dan menengah 
pada sector pariwisata. 

1. Membuat 
program 
proteksi 
terhadap 
usaha kecil 
dan menengah 

2. Peningkatan 
peran dem 
kapasitas 
masyareike.t 
lokal dalam 
industri 
pariwisata 

1. Pengenfbangem 
Destine,si 
Peiriwisata 

2. Pengerrfbeingan 
Kemitraan 

1. Pengembemgem Objek Wisata 
Unggulan 

2. Pengembangan jenis dan Paket 
Wisata Ungulan 

3. Pengembangan Daeredi Tujuan 
Wisata. 

1. Pengembangan dem penguatan 
informasi dan data base 

2. Pengembangem SE)M di bidang 
kebudayaan dem Pariwisata 
bekerjasama dengan lembaga 
leiinnya. 

3. Fasjlitasi pembentpkan forum 
komunikasi antar pelaku industry 
pariwisata dan budaya. 

4. Pengembangem sumber daya 
manusia dem profesionalisme bidang 
pariwisata. 

5. Penjngkatan Perem serta masyarakat 
dedeim pengembangan kemitraan 
pariwisata. 

Dinas Kebudayaem dem 
Pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi 

pinas Kebudayaem dan 
pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi, LSP, LSD 
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3. Pengembamgan 
Pemasakan 
Pariwisata 

4. Prograrp 

1. Analisa pasar untuk promosi dam 
penasaran objek pariyhsata. 

2. Penjngkatain pemanfaatan teknologi 
informasi dalam pemaseiran 
pariwisata. 

3. Pengembangan jaringan kei jasama 
promosi pariwisata. 

4. Pelptihan Pemandu wisata terpadu. 

1. Pelestarian dan akuntabilitas adat 

pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, BPPT, Perguruan 
Tinggi, LSP, LSU 

pinas Kebudayaan dan 
Pengembangan 
Nilai Budaya 

5. Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya, 

6. Program 
Pengelcilaan 
Keragaman 
Budaya 

budaya daerah 
2. Pemantauan dan evluasi 

pelEfksanaan programi 
pengembangan nilai budaya 

3. Pemberian dukungan, penghargaan 
kerjasama dihidang budaya 

1. Fasjlitasi partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan kecayaan budaya 

2. Pengelolaan dan pengambangan 
pelestarian peningkatan sejahtera 
purbakala, museum dan 
penjnggalan bawah aif 

3. Pengembangan kebudayaan dan 
pariwisata 

4. Pengembangan nilai dan geografi 
sejara 

1. Pengembangan kesenian dan 
kebpdayaan daerah 

2. Fasjlitasi perkembangan keragaman 
budaya daerah 

3. Fasjlitasi penyelenggaraan festival 
budaya daerah 

pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi, LSP, LSU, 
Lembaga Adat, 

pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi, Lembaga 
Adat, 

Pinas Kebudayaem dan 
pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, Lembaga 
Adat, 

' 4 Penjngkatan 
kerr,itraan antara 
perr,erintah, swasta 
dan masyarakat 
dalam meningkatkan 
usaha di bidang: 
Kepariwisataan. 

1. Mendorong 
kemitraan antar 
usaha 
Kepariwisataan 
dengan ipdustri 
kecil dam mepengah 
dan usaa mikro, 
kecil dan 
menengah. 

2. Meningkatkaui 

1. Terwujudnya 
pelaksanaan 
pemerintahan yang 
baik (good gotjemancej 
yaitu terjalin 
sinergisitas amtara, 
pemerintah, swasta, 
dam masyarakat dalam, 
tatanan usaha kecil 
dem menengeih. 

1. Memberikan 
insentif bagi 
industri kecil 
dam menengah 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembamgan 
Kemitniam 

1. Pengembangan Objek Wisata 
Unggulan 

2. Pengembangan Daprah Tujuan 
Wisata 

1. Pengembangan dan penguatan 
informasi dan data base 

2. Pengembangan dem penguatan 
litbang, kebudayaan ejan pariwisata 

3. Pengembangan Sl jM di bidang 

pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi 

pinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi, LSP, LSU, 
Lembaga Adat, 
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kualitas produk 
industri kecil, 
menengah dan 
layanan j asa 
Kepariwisata t i yang 
dikembangkan 
usaha mikro, kecil 
dan menengah 
dalam memenuhi 
standar pasaf. 

2. Terstandarisasinya 
produk industri ke«4 
dan menengah 
masyarakat di setiap 
destinasi 

3. Kurapgnya keluhar, 
tentang kualitas 
produk wisata dar, 
bertambahnya jumlah, 
kunjungan wisatawan . 

kebudayaan dan Pariwisata 
beksrjasama dengan lembaga 
launnya. 

4. Fasjl itasi pembentukan forum 
komunikasi antar pelaku industry 
pariwisata dan budaya. 

5. Pelaksanaan koordinasi 
penfbangunem kemitraan pEiriwisata. 

6. Pen^antauan dan evaluasi 
pelaksanaan program peningkatan 
kemitraan. 

7. Pengembangan sumber daya 

3. Program 
Pengembangan 
Nilai Budaya 

4. Pengelolaan 
Kekayaan 
Budays, 

5. Program 
Pengelolaan 
Keragaman 
Budaye, 

6. Prograrp 
Pengerifbangsin 
Kerjasama 
PengekilaEin 
Kekayaan 
BudayE, 

manusia dan profesiofudisme bidang 
pariwisata. 

8. Penjngkatan Peran serta masyarakat 
dalam pengembangan kemitraan 
pariwisata. 

9. Monitoring, evaluasi d£in pelaporan. 

1. Penfberian dukungar, penghargaan 
kerjasama dibidang budaya 

1. Fasjlitasi psirtisipasi masyarEikat 
dalam pengelolaan ke cayaan budaya 

1. Pengembangan kesenian dan 
kebudayaan daerah 

2. Fasilitasi perkembangan keragaman 
budaya daerah 

1. Fasil itasi pengembangan kemitraEui 
dengan LSM d£m peruseihasm swasta 

2. Fasjl itasi pembentukan kemitraan 
usaha profesi antEir daerah 

3. Membangun kemitraan pengelolaan 
kebpdayaata antar daerah 

4. Monitoring, evEiluasi dan pelaporan 

Dinas Kebudayaan dan 
PEiriwisata, Badan Arkeologi, 
Lembaga Adat, 

pinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Perguruan Tinggi, 
Lembaga Adat, 
f.SM 

pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Lembaga Adat, 

pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi, LSM, 
Lembaga Adat, Swasta 
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Penyediaan akses, 
pasar terhadap; 
produk industri kecil 
dan menengah Usaha 
Pariwisata yang 
dikembangkan 
masyarakat lokal. 

1. Memperkuat akses 
dan jejaring 
industri kecil dan 
menengah dah 
usaha pariwisata 
ska la usaha mikro, 
kecil dan mepengah 
dengan sumber 
potensi pasar dan 
informasi glooal. 

2. Meningkatkan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan 
perusahaan dalam 
upaya memperluas 
akses pasar 
terhadap produk 
industri kecil dan 
menengah dan 
usaha pariwisata 
skala usaha mikro, 
kecil dan 
menengah. 

1. Terbentuknya jaringan 
pasar untuk industri 
kecil dan menengah 
bidang pariwisata, 
terhadap pasar global. 

2. Terlaksananya 
konefetivitas antara 
usaha besar dengar, 
usaha kecil dar 
menengah bidang 
pariwisata di setiap 
destinasi. 

3. Terwujudnya 
pengutamaan kualitas 
produk dan harga 
berseling dalarr, 
pemasaran hasL 
industri kecil dar, 
menengah bidang 
pariwisata. 

4. Semakin banyak 
masyarakat yang ikut; 
terlibat dalarr, 
memasarkan produk 
wisata 

1. Adanya jaringan 
pemasaran 
industri kecil 
dan menengah 
dengan pasar 
global. 

2. Pelaku inciustri 
kecil dan 
menengah 
menjadi subjek 
industri 
pariwisata. 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

3. Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

4. Program 
Pengembangan 
Kerjasama 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Budays, 

1. Pengembangan jenis dan Paket 
Wisata Ungyilan 

2. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objek pariwisata 
dengan lembaga/dunia usaha 

3. Pengembangan Daprah Tujusm 
Wisata 

1. Pengembangan dan penguatan 
informasi dan data base 

2. Fasjlitasi pembentukan forum 
komunikasi antar pelaku industry 
pariwisata dan budaya. 

3. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan kemitraan pariwisata. 

1. Analisa pasar untuk promosi dam 
pemasaran objek pari wisata. 

2. Peningkatan pemanfaatan teknologi 
informasi dalam pemasaran 
pariwisata. 

3. Pengembangan jaringan kej jasama 
promosi pariwisata. 

4. Koordinasi dengan sektor 
pendukung pariwisat^. 

5. Pelaksanaan promesi pariwisata 
nusantara di dalam dam di luar 

6. 

7. 

1. 

2. 

3. 

negeri. 
Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan pemasaran 
pariwisata. 
Pengembangan statistic 
kepaiwisataan 
Pelsftihem Pemandu w;sata terpadu. 

Fasjlitasi pengembangan kemitraan 
dengan LSM dan perusahaan swasta 
Fasjlitasi pembentukan kemitraan 
usajia profesi antar daerah 
Merpbangun kemitraan pengelolaan 
kebpdayaaia antar daerah 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi, PHRI, 
ASITA, HPI 

Pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi 

Pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi, LSP, LSU, 
ASITA, PHRI 

Pinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, LSP, LSU, 
ASITA, PHRI 



Perr,berian dukungan 
perrpodalan bag:, 
masyarakat dalam, 
upaya 
mengembangkan 
produk industri kecil 
dan menengah dam 
usaha Pariwisata. 

1. Mendorong 
pemberiam jnsentif 
dan kemudadian 
terhadap akses 
permodalan bagi 
usaha pauiwisata 
ska la usaha mikro, 
kecil dam mepengaih 
dalam 
pengembamgim 
usaha sesuai 
dengam ketentuan 
peraturam 
perundamg-
und angan. 

2. Mendorong 
pemberian bpntuan 
permodalan untuk 
mendukung 
perkembangan 
industri kecil dan 
menengah dan 
usaha pariwisata 
skala usaha mikro, 
kecil dan mepengah 
di sekitardestinasi 
pariwisata. 

1. Adanya kemudahan 
permodalan antara, 
lembaga perbamgkar, 
dengap pengusaha keci j 
dam menengah bidang 
pariwisata. 

2. Pemberian kredit lunak 
terhapap pengusaha, 
kecil dan menengah, 
bidamg pariwisata. 

3. Meningkatnya 
keuntungan usaha kecif 
dan menengah 

1. Industri kecil 
dan menengah 
di bidang 
pariwisata 
meningkat 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

3. Pengembamgan 
Pemasaran 
Pauiwisata 

1. Objek Wisata Pengembamgan 
Ungigulan 

2. Pelafksamaan koordinasi 
pembangunan objek pariwisata 
dengam lembaga/dunia usaha 

Pen gembangem 
Wisata 

Dapraih Tujuan 

SEfM di bidang 
dam Pariwisata 
dengan lembaga 

5. 

1. 

Pengembangam 
kebpdayaaa 
bekerjasama 
lainnya. 
Fasil itasi pembentpkan forum 
komunikasi auitau pslaku industry 
pariwisata dam budaya. 
Pelajksanaan koordinasi 
penjbangunam kemitraam pariwisata. 
Pengembamgan spmber daya 
manusia dam profesiopalisme bidang 
patri wisata. 
Penjngkatan Peran serta masyarakat 
dalam pengembangan kemitraam 
patri wisata. 

Pengembamgan jatringan kerjasama 
promosi pariwisata. 

2. Koordinasi dengan sector 
pendukung pariwisata^. 

pinas Kebudayaam dam 
pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, LSP, LSU, 
ASITA, PHRI 

Pinas Kebudayaan dan 
pauiwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, LSP, LSU, 
.ASITA, PHRI 

pinas Kebudayaan dam 
pariwisata, BPPT, 
pisperindagkop, Perguruan 
Tinggi, LSP, LSU, ASITA, PHRI 

Peningkatan 
kesatdaran dan peran 
masyarakat! serta, 
perpangku 
kepentingeui terkait 
dalam mewujudkan 
sapta pesona untuk 
mer,ciptakan iklim 
kondusif 
Kepariwisataan di 
destinasi pauiwisata. 

1. Meningkatkap 
pemahaman dam 
kesadaran 
masyaratkat fentang 
sadar wisata dalam 
mendukung 
pengembangan 
kepariwisataan di 
daerath. 

2. Meningkatkap 
peram serta 
masyarakat dalam 
mewujudkan sadar 
wisata bagi 
penciptaan ikl im 
kondusif 
kepariwisataan 

1. Kesadaran masyatrakat 
meningkat dalam, 
menjajamkan sadar 
wisata. 

2. Meningkatnya kuatlitas 
atraksi wisata sebagai, 
wujud sadar wisata. 

3. Peran serta masyarakat; 
dailam menjaga iklim, 
kondusif destinasi, 
meningkat. 

1. Sapta pesona 
menjadi gaya 
hidup 
masyarakat 

2. Peningkatan 
kelompok sadar 
wisata pada 
setiap kelompok 
masyarakat di 
destinasi 
pariwisata. 

1. Pengenjbangan 
Destinasi 
Pauiwisata 

1. 

3. 

4. 

Objek Wisata Pengembamgan 
Ungigulan 
Penfngkatan pembangunan Saratna 
dan Prasarana 
Pengembangan Daprah Tujuan 
Wisata 
Pengembangan, Sosiailisasi, dam 
penerapan serta pengawasan 
stamdarisasi. 

pinas Kebudayaan dam 
Pauiwisata, Ba,ppeda, PU, 
perguruan Tinggi 

2. Pengenfbangam 
Kemitraam 

SE)M di bidang 
dan Pauiwisata 
dengan lembaga 

Pengembamgan 
kebudayaan 
bekerjasama 
lainnya. 
Pengembangan spmber daya 
manusia dan profesiopalisme bidang 
pariwisata. 

Dinas Kebudayaam dan 
Pauiwisata, Disnaker, 
perguruan Tinggi, LSP, LSU, 
ASITA, PHRI 
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setempat. 
3. Meningkatkap 

peran dan 
kapasitas 
masyarakat dam 
polisi pariwisata 
dalam menci ptakan 
ikl in kondusif 
kepariwisataan. 

4 . Meningkatkap 
kualitas jejauing 
media dalam 

3. Pengerpbangan 
Pemasaran 

3. Penjngkatan Peran sefta masyarakat 
dalapn pengembangan kemitraan 
pariwisata. 

4 . Monitoring, evaluasi dam pelaporan. 

1 . Analisa pasar untuk promosi dam 
penfasaran objek pari wisata. 

2. Penjngkatan pemanfaatan teknologi 
informasi dalam pemasaran 
pariwisata. 

3. Pengembangan jaringan kerjasama 
promosi pariwisata. 

pinas Kebudayaan dam 
pauiwisata, B P P i , Perguruan 
Tinggi, LSP, LSU, ASITA, PHRI 

mendukung upaya 
pemberdayaan 
masyarakat di 
bidang pauiwjsata. 

Pauiwisata 

4 . Program 
Pengembangan 
Nilaii Budaya 

5. Pengelqlaam 
Kekayaan 
Budaya, 

6 . Program 
Pengelqlaan 
Keragaman 
Budaya, 

1 . Pelestarian dan akuntabilitas adat 
budaya daerah 

2. Penatagunaan naskah kuno 
nusantara 

3. Penjberian dukungan, penghargaan 
kerjasama dibidang budaya 

1 . Fasjl itasi partisipasi masyarakat 
dalajm pengelolaan kejcayaan budaya 

2. Sosjalisasi pengelolaan kekayaan 
budaya local daerah 

1 . Pengembangan ke seman dam 
kebudayaan daeraih 

2. Fasjl itasi perkembangan keragamam 
budaya daerah 

3. Fasjl itasi penyelenggeuaan festival 
budaya daerah 

4 . Seminar dadam rangka revitalisasi 
dan reeiktuHsasi budaya local 

pinas Kebudayaan dam 
Pauiwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi, Lembaga 
Adat 

pinas Kebudayaam dan 
pariwisata, Perguruan Tinggi, 
f^embaga Adat 

pinas Kebudayaam dam 
Pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi, Lembaga 
Adat 



Peningkatan motivasi 
dan kesadaran untuk 
mer,cintai dem 
melestarikan Budaye, 
Lokal. 

1. Mengembangkan 
pariwisata sebagai 
investasi 
pengetahuan. 

2. Meningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas informasi 
pariwisata 
nusantara kepada 
masyarakat. 

1. Terwujudnya 
Peningkatan dan 
Pelestarian Budaya, 
lokal di Kabupaten, 
Berau sebagai investas 
pengetahuan 

2. Adanya informasi yang; 
jelas dan tepat tentang; 
pariwisata kabupaten, 
Berau kepada, 
Wisatawan. 

3. Bertambahnya 
penghasilan industr. 
kecil can menengah 

1. Peningkatan 
terhadap 
penghargaan 
budaya lokal 

2. Kepedulian 
akan kearifan 
lokal semakin 
tinggi 

7. Program 
Pengembangan 
Kerjasama 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya, 

1. Fasjlitasi pengembangan kemitraan 
dengan LSM dan perusahaan swasta 

2. Fasjlitasi pembentukan kemitraan 
usa^a profesi antar daerah 

3. Merpbangun kemitraan pengelolaan 
kebudayaan antar daerah 

4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

Dinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi, LSM ASITA, 
PH RI 

Prograrp 
Pengembangan 
Nilai Budaya 

2. Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya, 

2. 

3. 

5. 

Pelestarian dan akuptabilitas adat 
budaya daerah 
Penatagunaan naskah kuno 
nusantara 
Penyusunan kebijakan tentang 
budaya local daerah 
Penjantauan dan evluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan nilai budaya 
Pemberian dukungan, penghargaan 
kerjasama dihidang budaya 

1. Fasjl itasi partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan kerayaan budaya 

2. Pelestarian fisik dan kandungan 
bahan pustaka termasuk naskah 
kuno 

3. Penyusunan kebijakan pengelolaan 
kekayaan budaya lokal daerah 

4. Sosialisasi pengelolaan kekayaan 
budaya lokal daerah 

5. Pengelolaan dan pengambangan 
pelestarian peningkatan sejahtera 
purbakala, museum dan 
peninggalan bawah air 

6. Pengembangan kebpdayaan dan 
pariwisata 

7. Pengembangan nilai dan geografi 
sejara 

8. Perekaman dan digitalisasi 
bahanpustaka 

9. Perumusan kebijakan sejarah 
purbakala 

10. Pengawasan, monitcring, evaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan 

11. program pengelolaan kekayaan 
budaya 

12. Pendukungan pengelolaan museum 

pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi, Lembaga 
Adat 

Dinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi, Badan 
Arkeologi, Lembaga Adat 
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3. Prograrfi 
Pengelolaan 
Keragaman 
Budayq 

dan taman budaya di daerah 
13. Pengelolaan karya cetak dan karya 

rekam 
14. Pengembangan datubase system 

informasisqarah purbakala 

1. Pengembangan kesenian dan 
kebudayaan daerah 

2. Penyusunan syste,m informasi 
database bidang kebudayaan 

3. Penyelenggaraandialog kebudayaan 
4. Fasjl itasi perkembangan keragaman 

pinas Kebudayaan dan 
pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi, Lembaga 
Adat, Badan Arkecjlogi 

T . n o g i c u u 

Pengenjbangan 
Kerjasama 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya 

budaya daerah 
5. Fasjlitasi penyelenggaraan festival 

budaya daerah 
6. Seminar dalam rangka revitalisasi 

dan reaktulisasi budaya local 
y. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pengembangan 
keanekaragaman budaya 

1 TTn<s 11i t~s)Qi t-vf»tri c r i * m Via v\ C 3 tn I r M n i f n M t i 
i . . 1 U O 1 1 1 LCXOl U C l l g C U l U C U l g C U l I V C l l i l U C t C l l i 

dengan LSM dan perusahaan swasta 
2. Fasjlitasi pembentukan kemitraan 

usajia profesi antar daerah 
3. Merpbangun kemitraan pengelolaan 

kebpdayaam antar daerah 
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

L^XXACLO l u i u u u c i y c i c u i U C U 1 

pariwisata, Bappeda, 
perguruan Tinggi, Lembaga 
Adat, Badan Arkeologi, LSM 
dan Swasta 

Table 35. Arah Pembangunan 6 : Investasi Di Bidang Pariwisata 

No Arah Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Progam Prograip Kegiatan 
( Action Plan) 

Para Pihak 
(Stalpeholdeits) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Memberikan 

kemudahan / insentif 
di bidang pariwisata 
sespai dengari 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

1. Mempermudah 
mekanisme 
perizinan untuk 
menarik investasi 
modal asing di 
bidang pariwisata 
sesuai dengan 
ketentuan 
peraturan 

1. Peningkatan investasi 
bidang pariwisata b a k 
PMD ji maupun PMA. 

2. Terwujudnya system 
perizjnan terpadu bagi 
investasi dibidarjg 
pariwisata. 

3. Adanya buku mappipg 
investasi pariwisata di 

1. Peningkatan kerjasama lintas 
sektor terkaif promosi investasj 

2. Pembangunan dan fasilkasi 
Tourism Information Center 

3. Menyusun regulasi/aturan main 
yang mudah dalam bisnis 
investasi di bidang pariwisata 
(perijinan usaha, pajak, dll) 

4. Menyusun data potensi dan 

1, Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

1. Pengembangan Daerah 
Tujuap Wisata 

2. Pengembangan, 
Sosialisasi, dan 
penerapan seida 
pengawasan standarisasi. 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, BPPT, 
Bappeda, Per guruan Tinggi, 



perundang-
und angan. 

2. Memberikan 
jaminan keamanan 
dalam berinvestasi 
untuk mertdorong 
investasi dalam 
negeri di bidang 
pariwisata sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-

Kabupaten Berau 
4. Secara reguler 

mengikuti pameran 
investasi nasional dan 
internasional. 

5. Penayangan mappirjg 
investasi pariwisaia 
pada media cetak, 
elektronik maupun 
internet secara regular. 

6. Adanya road show 
promosi investasi 

peluang .nvestasi dihidang 
pariwisata (Sistem infonrjasi 
potensi investasi yang mudah 
diakses) 

5. Pemerintah Kabupaten Bepau 
menyedia-kan infrastruk-tur, 

2. Pengembangan 
Kemitraap 

3* Program 
Pengembangan 

1. Pengembangan dan 
penguatan informasi dan 
data base 

2. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan kemitraan 
pariwisata. 

3. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan progrsjm 
peningkatan kemitraan. 

1. Fasil itasi pengembangan 
kemitraan dengan LSM 
dan perusahaan swasta 

2. Fasi l i lasi pembentukan 
kemitfaan usaha profesi 
antar daerah 

3. Memtjangun kemitraan 
pengelolaan kebudayaan 
antar daerah 

4. Monitpring, evaluasi dpn 
pelaporan 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, BPPT, 
Bappeda, Perguruan Tinggi, 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, Lembaga 
Adat, Badan Arkeologi, 
LSM 

und angan. pariwisata ke negara-
negara potensial 

Kerjasama 
Pengelolaan 
Kekayaarj 
Budaya 

1. Pengembangan dan 
penguatan informasi dan 
data base 

2. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan kemitraan 
pariwisata. 

3. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan progrsjm 
peningkatan kemitraan. 

1. Fasil itasi pengembangan 
kemitraan dengan LSM 
dan perusahaan swasta 

2. Fasi l i lasi pembentukan 
kemitfaan usaha profesi 
antar daerah 

3. Memtjangun kemitraan 
pengelolaan kebudayaan 
antar daerah 

4. Monitpring, evaluasi dpn 
pelaporan 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, BPPT, 
Bappeda, Perguruan Tinggi, 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, Lembaga 
Adat, Badan Arkeologi, 
LSM 

2 Peningkatan promosi 
investasi di bidang 
pariwisata. 

1. Menginformasikan 
peluang investasi di 
destinasi 
pariwisata. 

2. Meningkatkan 
promosi investasi di 
bidang pariwjsata di 
dalam negeri dan di 
luar negeri. 

1. Terinformasikannya 
peluang investasi 
dihidang pariwisata di 
Kabupaten Berau. 

2. Teriak sananya promosi 
investasi di bidarjg 
pariwisata di Kabupaten 
Berau dalam dan luar 
negeri. 

3. Adanya profil) investasi di 
Kabupaten Berau 

4. Adanya promosi Peluarjg 
investasi ke Negara 
potensi ial. 

5. Adanya Tourism 
Infonrjation Center di 
Tanjung Redeb, 
Labuhan Cermin, 
Tanjung Batu, 
Derawan, Maratua 
dan Bjduk- B iduk 

6. Adanya 
regulasi/aturan 
investasi pariwisata 

7. Adanya sistem informasi 

1. Penyediaan informasi profil 
investasi di Kabupaten Berarj 

2. Mengikuti pameran di tingkat 
nasional maupun internasional 

3. Promosi investasi sector 
pariwisata melalui media cetak, 
elektronik, dan internet 

4. Road show promosi investasi 
sektor pariwisata ke negara-
negara potensial 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

3. Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

1. Pengembangan Daerah 
Tujuap Wisata 

1. Fasil itasi pembentukan 
forum komunikasi antar 
pelaku induspiy 
pariwisata dan budaya. 

2. Pelaksanaan koordinasi 
pemba-ngunan kemitraan 
pariwjsata. 

1. Analisa pasar unipk 
promosi dan, pemasaran 
objek pariwisata. 

2. Peningkatan pemanfaatan 
tekno.ogi informasi dalam 
pemasaran pariwisata. 

3. Pengembangan jaringan 
kerjasama promosi 
pariw,sata. 

4. Koordinasi dengan sector 
pendukung pariwisata. 

5. Pelaksanaan promosi 
pariwisata nusantara di 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, Lembaga 
Adat 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, LSU, 
LSP, Lembaga Adat 



investasi pariwisate, 
Kabupaten Berau 

8. Adanya infrastruktur 
pendukung pariwisata 
di DP 

dalarr dan di luar negeri. 
6. Pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan progrepn 
pengembangan 
pemasaran pariwisata, 

y . Pengembangan statistic 
kepaiwisataan 

8. Pelatihan Pemandu wisata 
terpadu. 

Table 36. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Berau 

No Arah Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Progam Program Kegiatan 
( Action Plan) 

Para Pihak 
(Stakeholders) 

1 2 3 4 5 6 y 8 
1 Pengembangan pasar 

wis atawan domestik 
dan mancanegara. 

1. Melakukan pemasaran dan 
promosi unfuk mendukung 
penciptaan destiasi 
pariwisata di Kabupaten 
Berau. 

2. Melakukan pemasaran dan 
promosi dalam dan luar 
negeri. 

3. Mengembangkan 
segmentasi terhadap 
sasaran pemasaran dan 
promosi. 

4. Mengikuti pameran, expo 
dan promos; tematik. 

5. Mengembangkan pola 
pemasaran private dan 
institusi. 

6. Meningkatkan kerjasama 
pemasaran dan promosi 
antar Pemerintah 
KabupatenZ Kota, Provinsi 
dan Pusat. 

y.Meningktkan insentifikasi 
pemasaran 'yisata konvensi, 
insentif dar, pameran yang 
di selenggarakan oleh sector 
lain. 

1. Adanya Prcmosi dan 
pemasaran Destinasi 
Pariwisata Kabupaten 
Berau. 

2. Terlaksananya Pemasaran 
Pariwisata kabupaten Berau 
di dalam dan Ipar negeri. 

3. Data dan Informasi 
Segmentasi pasar 
wisatawan terdeteksi. 

4. Tereksposenya potensi 
setiap objek wisata dan 
destinasi pariwisata di 
Kabupaten Berau. 

5. Terjalinnya sinergi 
pemasaran pariwisata 
antara pemerintah, swasta 
dan masyarakat. 

6. Terwujudnya kemudahan 
dalam pelaksanaan promosi 
dan pemasaran, pariwisata. 

y. Adanya paket wisata 
bersama antar usaha 
kepariwisataan 

1. Terlaksananya 
fterjasama terpadu 
dalam pemasaran 
antar kawasan serta 
didukung 
stakeholder 
pariwisata terkait; 
dengan badan 
promosi, asosiasi 
ndustri pariwisata 

dengan maskapai 
penerbangan 

2. peningkatan 
promosi 
ferpadu untuk event 
pariwisata dan 
pudaya yafig 
diselenggarakan 
dalam bentuk 
perbagai festival 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraar t 

3. Pengembangan 
Pemasarap 
Pariwisata 

1. Pengerpbangam Objek Wisata 
Unggujan 

2. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objek pariwisata 
dengan lembagaZdunia usaha 

3. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengerpbangan Destinasi 
Pemasaran Pariwisata 

4. Pengerpbangan Daerah Tujuan 
Wisata 

1. Pengerpbangam dam penguatan 
informasi dan data base 

2. Pengerpbamgam dam penguatan 
litbang:, kebudayaan dan 
pariwisata 

1. Analisa pasau" untuk promosi dan 
pemasaran objek pairiwisata. 

2. Peningkatan pemanfaatan 
teknologi informasi dalam 
pemasaran pariwisata. 

3. Pengerpbangam jaringan 
kerjasama promosi pariwisata. 

4. Koordipasi dengan sector 
pendukung pariwisata. 

5. Pelaksanaan promosi pariwisata 
nusantara di dalam dan di luar 
negeri. 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi, 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi, 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi, LSU, LSP 
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6. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan pemasaran 
pariwisata. 

7 . Pengembangan statistic 
kepariwisataan 

8 . Pelatihan Pemandu wisata 
terpadu 

2 Meningkatkan citra 
pariwisata. 

1 . Menjaga dan meningkatkan 
citra Kabupaten Berau yang 
aman, tertib dan 
menyenangkan dan berdaya 
saing dengari pengelolaan 
destinasi yang 
berkelanjutan. 

2. Meningkatkan kualitas daya 
tarik wisata dan 
pengelolatam destinasi 
pariwisata. 

3. Meningkatkan kualitas 
pelayanan di setiap 
destinasi pariwisata 
Kabupaten Berau. 

4 . Meningkatkan posisi citra 
pariwisata Kabupaten 
Berau. 

5. Menetapan pranding dan 
Posisioning pariwisata 
Kabupaten Berau. 

1 . Peningkatan jumlah 
kunjungan wisata ke 
setiap objek v/isata. 

2. Terlaksananya 
pengelolaan destinasi 
yang aman dan berdaya 
saung. 

3. Terwujudnya pelayanan 
wisata yang 
berdasarkan sapta 
pesona oleh pelaku 
wisata di setiap 
destinasi pariwisata. 

4 . Ditetapkannya 
positioning Pariwisata 
Kabupaten Berau di 
tingkat nasional dan 
dunia. 

5. Adanya branding 
pauriwisata (Cabupaten 
Berau. 

1 . Dikenalnya 
Pariwisata 
Kabupaten Berau 
dengan 

1 . Pengembaraan 
Destinasi 
Pariwisata 

1 . Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objek pariwisata 
dengan lembaga/ dunia usariia 

2. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan Dpstinasi 
Pemasaran Pariwisata 

3. Pengembangan Daerah Tujuan 
Wisata 

4. Pengembangan, Sosiadisasi, dan 
penerapan serta pengawasan 
standarisasi. 

1 . Pengembangan dan penguatan 
informasi dan data base 

2. Pengembangan dan penguatan 
litbang, kebudayaan dan, 
pariwisata 

1. Analisa pasar untuk proir,osi dan 
pemasafan objek pariwisata. 

2. Peningkatan pemanfaatan 
teknologi informasi dalam 
pemasaran pariwisata. 

3. Pengembangan jaringan; 
kerjasama promosi pariwisata. 

4. Koordinasi dengan sector 
pendukung pariwisata. 

5. Peladcsatpaan promosi pariwisata 
nusantara di dalam dan di luar 
negeri. 

6. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan pemasaran 
pariwisata. 

7 . Pengembangan statistik 
kepariwisataan 

8 . Pelatihan Pemandu wisata, terpad 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, BPPT, 
Perguruan Tinggi 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi, Badan 
Arkeologi, 
LSP, L S P 

1 . Menjaga dan meningkatkan 
citra Kabupaten Berau yang 
aman, tertib dan 
menyenangkan dan berdaya 
saing dengari pengelolaan 
destinasi yang 
berkelanjutan. 

2. Meningkatkan kualitas daya 
tarik wisata dan 
pengelolatam destinasi 
pariwisata. 

3. Meningkatkan kualitas 
pelayanan di setiap 
destinasi pariwisata 
Kabupaten Berau. 

4 . Meningkatkan posisi citra 
pariwisata Kabupaten 
Berau. 

5. Menetapan pranding dan 
Posisioning pariwisata 
Kabupaten Berau. 

1 . Peningkatan jumlah 
kunjungan wisata ke 
setiap objek v/isata. 

2. Terlaksananya 
pengelolaan destinasi 
yang aman dan berdaya 
saung. 

3. Terwujudnya pelayanan 
wisata yang 
berdasarkan sapta 
pesona oleh pelaku 
wisata di setiap 
destinasi pariwisata. 

4 . Ditetapkannya 
positioning Pariwisata 
Kabupaten Berau di 
tingkat nasional dan 
dunia. 

5. Adanya branding 
pauriwisata (Cabupaten 
Berau. 

trandingnya. 
2. E>itetapkannya 

Pariwisata 
Kabupaten Berau 
alam positioning 
pariwisata nasional 
dan internasional. 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

3. Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

1 . Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objek pariwisata 
dengan lembaga/ dunia usariia 

2. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan Dpstinasi 
Pemasaran Pariwisata 

3. Pengembangan Daerah Tujuan 
Wisata 

4. Pengembangan, Sosiadisasi, dan 
penerapan serta pengawasan 
standarisasi. 

1 . Pengembangan dan penguatan 
informasi dan data base 

2. Pengembangan dan penguatan 
litbang, kebudayaan dan, 
pariwisata 

1. Analisa pasar untuk proir,osi dan 
pemasafan objek pariwisata. 

2. Peningkatan pemanfaatan 
teknologi informasi dalam 
pemasaran pariwisata. 

3. Pengembangan jaringan; 
kerjasama promosi pariwisata. 

4. Koordinasi dengan sector 
pendukung pariwisata. 

5. Peladcsatpaan promosi pariwisata 
nusantara di dalam dan di luar 
negeri. 

6. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan pemasaran 
pariwisata. 

7 . Pengembangan statistik 
kepariwisataan 

8 . Pelatihan Pemandu wisata, terpad 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, BPPT, 
Perguruan Tinggi 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi, Badan 
Arkeologi, 
LSP, L S P 
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3 Mekjkukan kemitraiam 
pemasaram 
pariwisata. 

1. Memberikan keleluasan 
promosi dan pemasaram 
pariwisata bagi 
perseorangan dan kelompok 
untuk mengembangkan 
usaha dengan mengikuti 
ketentuam yafig berlaku. 

2. Membangun kerjasama 
pemasaran dan promosi 
pariwisata Kabupaten 
Berau antara pemerintah, 
swasta dam njasyarakat. 

3. Mensinetjikan pemasaran 
dam promosi antara 
pemerintah Kabupaten 
Berau, Provinsi Kalimantan 
Timur dam Kementrian 
Pariwisata Republik 
Indonesia. 

4. Membangun kerjasama 
pemasairan dan promosi 
antar pemerintaih 
Kabupaten Berau dengan 
Pemerintah Kabupaten/ 
Kota dan Provinsi lain di 
Indonesia. 

5. Membuka peluang 
kerjasama Internasional 
dengan Negara lain dalam 
pemasairan dam prmosi 
pariwisata Kabupaten 
Berau. 

1. Berdirinya beberapa usaiha 
bidang pariwisata yang 
baru, 

2. Pemasaran pariwisata 
dilaksanakan perseorang , 
kelompok dam pemerintah. 

3. Adanya pertemuan regular 
antara pemerintah, 
pemerintah daerah, pelaku 
usaha dan masyarakat 

4. Terlaksananya Pemaseuan 
pariwisata dilakukan 
secara sinergi antara 
pemerintah Kabupaten, 
Pemerintah Provinsi dan 
Pusat. 

p. 5. Terciptanya pemasaran 
pariwisata dengan daerah 
dan Negara Lain sebagai 
destinasi dan sumber 
pasar wisatawan terbesar 

1. Pengembangan 
koordinasi 
pemasaran antar 
wilayah 

2. Pengembangan 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi 

3. Mengembangkan 
persaingan yang 
sehat dan 
berorientasi pasar 

1. Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pengembangan dan penguatan 
informasi dan data base 

2. Pengembangan dan penguatan 
litbang, kebudayaan dan, 
pariwisata 

3. Fasil itasi pembentukan forum 
komunijcasi antar pelaku 
industry pariwisata dan budaya. 

4. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan kemitraan, 
pariwisata. 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi 

1. Memberikan keleluasan 
promosi dan pemasaram 
pariwisata bagi 
perseorangan dan kelompok 
untuk mengembangkan 
usaha dengan mengikuti 
ketentuam yafig berlaku. 

2. Membangun kerjasama 
pemasaran dan promosi 
pariwisata Kabupaten 
Berau antara pemerintah, 
swasta dam njasyarakat. 

3. Mensinetjikan pemasaran 
dam promosi antara 
pemerintah Kabupaten 
Berau, Provinsi Kalimantan 
Timur dam Kementrian 
Pariwisata Republik 
Indonesia. 

4. Membangun kerjasama 
pemasairan dan promosi 
antar pemerintaih 
Kabupaten Berau dengan 
Pemerintah Kabupaten/ 
Kota dan Provinsi lain di 
Indonesia. 

5. Membuka peluang 
kerjasama Internasional 
dengan Negara lain dalam 
pemasairan dam prmosi 
pariwisata Kabupaten 
Berau. 

1. Berdirinya beberapa usaiha 
bidang pariwisata yang 
baru, 

2. Pemasaran pariwisata 
dilaksanakan perseorang , 
kelompok dam pemerintah. 

3. Adanya pertemuan regular 
antara pemerintah, 
pemerintah daerah, pelaku 
usaha dan masyarakat 

4. Terlaksananya Pemaseuan 
pariwisata dilakukan 
secara sinergi antara 
pemerintah Kabupaten, 
Pemerintah Provinsi dan 
Pusat. 

p. 5. Terciptanya pemasaran 
pariwisata dengan daerah 
dan Negara Lain sebagai 
destinasi dan sumber 
pasar wisatawan terbesar 

1. Pengembangan 
koordinasi 
pemasaran antar 
wilayah 

2. Pengembangan 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi 

3. Mengembangkan 
persaingan yang 
sehat dan 
berorientasi pasar 

2. Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

3. Program 
Pengembangan 
Kerjasama 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya 

5. Monitorjng, evaluasi dan 
pelaporan. 

1. Analisa pasar untuk prorrrosi dan, 
pemasakan objek pariwisata. 

2. Peningkatan pemanfaatan 
teknologi informasi dalam 
pemasaran pariwisata. 

3. Pengembangan jaringan, 
kerjasama promosi pariwisata. 

1. Fasil itasi pengembangan 
kemitraan dengan LSM dan 
perusahaan swasta 

2. Fasil itasi pembentukan 
kemitraan usaha profesi antar 
daerah 

3. Membangun kepiitraan 
pengelojaan kebudayaan antar 
daerah 

4. Monitorjng, evaluasi dan, 
pelaporan 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi, PHRI, ASITA 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi, LSM, Swasta 

4 Melakukan promosi 
pariwisata. 

1. Meningkatkan 
keikutsertaap promosi 
pariwisata Kabupaten 
Berau di dajam dan luar 
negeri. 

2. Membuka jejaring promosi 
wisata dengan 
kabupaten/kpta dam 
provinsi lain dalam negeri 
untuk memperkenalkan 

1. Terselenggaranya promosi 
pariwisata kabupaten 
Berau di dalam dan luar 
negeri. 

2. 2 Terbangunnya system 
Pemasaran dengan 
menggunakan informasi 
teknologi. 

3. Adanya jaringan 
pemasaran dengan badan 

1. Program 
pemasaran dan 
promosi 
berbasis tema 
tertentu secara 
terencana dan 
terpadu dengap 
pengembangn 
produk sesuai 
tema 

4. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

5. Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pengembangan jenis dan Paket 
Wisata Ungulan 

2- Pengembangan Daerah Tujuan 
Wisata 

1. Pengembangan dan penguatan, 
informasi dan data base 

2. Fasil itasi pembentukan forum 
komunikasi antar pelaku 
industry pariwisata dan budaya. 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi, PHRI, ASITA 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi, Lembaga 
Adat, Badan 
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potensi destinasi yang 
dimiliki. 

3. Membangun kerjasama 
promosi dengan badan 
Promosi Pariwisata Daerah 
di seluruh Indonesia dan 
Badan Pariwjsata Indonesia 
di Luar Negeri. 

4. Melakukan promosi melalui 
jejaring sosial da teknologi 
informasi (IT) 

5. Memperkuat keberadaan 
promosi dalam dan luar 
negeri. 

/ lembaga propiosi wisata 
dalam maupun luar negeri. 

4. Rancangan sistem 
pemasaran terpadu untuk 
setiap destinasi. 

5. Melaksanakan event 
khusus di setiap destinasi 
pariwisata. 

p. Adanya kerjasama antar 
usaha pariwisata 
khususnya penetrapan 
Standard kualitas j a sa 

7. Semakin cepat dan 
akuratnya informasi 
tentang produk wisata 

2. Program 
pemasaran dan 
t !rrtTTViQi M* ut!M3i 
bertema 
khusus. 

3. Pengembangan 
bahan promosi 
secara tematik 

6. Pengembang 
an 
Pemasar an 
Pariwisata 

3. Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam 
r ^ ^ n Cf^m hst ri on n \ef*m i t~m n n pelXgCl11 |JCUIgAl 1 i\.CIIllLI da.IL 
pariwisi^ta. 

1. Analisa pasar untuk proirtosi dan 
pemasafan objek pariwisata. 

2. Peningkatan pemanfaatan 
teknologi informasi dalam 
pemasafan pariwisata. 

3. Pengembangan jaringan 

Arkeologi 

Dinas Kebudayaan 
dam Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi, LSU, LSP 

potensi destinasi yang 
dimiliki. 

3. Membangun kerjasama 
promosi dengan badan 
Promosi Pariwisata Daerah 
di seluruh Indonesia dan 
Badan Pariwjsata Indonesia 
di Luar Negeri. 

4. Melakukan promosi melalui 
jejaring sosial da teknologi 
informasi (IT) 

5. Memperkuat keberadaan 
promosi dalam dan luar 
negeri. 

/ lembaga propiosi wisata 
dalam maupun luar negeri. 

4. Rancangan sistem 
pemasaran terpadu untuk 
setiap destinasi. 

5. Melaksanakan event 
khusus di setiap destinasi 
pariwisata. 

p. Adanya kerjasama antar 
usaha pariwisata 
khususnya penetrapan 
Standard kualitas j a sa 

7. Semakin cepat dan 
akuratnya informasi 
tentang produk wisata 

kerjasama promosi pariwisata. 
4. Koordinasi dengan sector 

pendukung pariwisata. 
5. Pelaksapaan promosi pariwisata 

nusantsp-a di cialam dan di luar 
negeri. 

6. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan pemasaran 
pariwisata. 

7. Pengembangan statistic 
kepaiwijataan 

8. Pelatihan Pemandu wisata 
terpadu. 

Table 37. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Berau 

No Kebijakan Strategi Sasaran Indjkator Progam Program Kegiatan 
( Action Plan) 

Para Pihak 
(Stakoholders) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Penguatan struktur 

industri pariwisata. 
1. Meningkatkan 

sinergis dan 
keadilan 
distributive antar 
mata rantai 
pembentuk 
pariwisata. 

2. Menguatkan fungsi, 
hierarki, dan 
hubungan antar 
usaha pariwisata 
sejenis untuk 
meningkatkan daya 

1. Adspiya industri pariwisata 
Destinasi Pariwisata 
Kabupaten Berau. 

2. Ad£,nya regulasi 
pengaturan industri 
pariwisata. 

3. Terjalinnya jaringan 
kerjasama anatar pelaku 
industri pariwisata yaitu 
usaha mikro, kecil, 
menengah dan besar. 

1. Peningkatan kapasitas 
pengelolaan usaha wisata 
yang dikembangkan 
masyarakat lokal di sekitejr 
kawasap objek wisata dgr 
pola kemitraan 

2. Pendataan dan 
inventarisasi 

SDM (jumlah, kualifikasi, 
masa kerja, pengetahuan 
dan ketrampilan/pelatihap, 
bakat dan minat karyawan) 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pemanfauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan Destinasi 
Pemasaran Pariwisata 

2. Pengembangan Daerah 
Tujuan Wisata 

1. Pengembangan dan 
penguatan informasi dan 
data base 

2. Pengembangan dan 
penguatan litbang, 
kebudayaan dan pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi 

http://da.IL
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saing. 
3. Menguatkan mata 

rantaii penciptaam 
nilai tambah antara 
petaiku usaha 
pariwisata dan 
sector terkaut. 

3. Pengembangan SDM di 
bidang kebudayaan ejan 
Pariwisata bekerjasama 
dengap lembaga lainnya. 

4. Fasilitasi pembentultan 
forum komunikasi antar 
pelaku industry pariwisata 
dan budaya. 

5. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan kemitraan 
pariwisata. 

6. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan programi 
peningjeatan kemitraan. 

7. Pengembangan sumber 
daya manusia ejan 
profesionalisme bidang 
pariwisata. 

8. Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam 
pengembangan kemitraan 
pariwisata. 

1. Pengembangan jaringan 
kerjasama prorrrosi 
pariwisata. 

2. Koordinasi dengan sektor 
pendukung pariwisata. 

3. Pelaksanaan prorrosi 
pariwisata nusantara di 
dalam dan di luar negeri. 

4. Pelatihan Pemandu wisata 
terpadu. 

3. Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

3. Pengembangan SDM di 
bidang kebudayaan ejan 
Pariwisata bekerjasama 
dengap lembaga lainnya. 

4. Fasilitasi pembentultan 
forum komunikasi antar 
pelaku industry pariwisata 
dan budaya. 

5. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan kemitraan 
pariwisata. 

6. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan programi 
peningjeatan kemitraan. 

7. Pengembangan sumber 
daya manusia ejan 
profesionalisme bidang 
pariwisata. 

8. Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam 
pengembangan kemitraan 
pariwisata. 

1. Pengembangan jaringan 
kerjasama prorrrosi 
pariwisata. 

2. Koordinasi dengan sektor 
pendukung pariwisata. 

3. Pelaksanaan prorrosi 
pariwisata nusantara di 
dalam dan di luar negeri. 

4. Pelatihan Pemandu wisata 
terpadu. 

Dinas Kebudayaan dam 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, LSU, 
LSP 

2 Peningkatan» daya 
saling produk 
pairiwisata. 

1. Meningkatkan daya 
saing dan kualitas 
Daya Tairik 
Pariwisata. 

2. Meingkatkan daya 
saing dam Fasilitas 
Pariwisata yang 
berstandar 
internasional 

3. Meningkatkan daya 
saiing aksesibilitas, 
amenitas dam 
atraksi wisata 
sesuai steuidnr yang 

1. Kualitas objek dam daya 
tarik wisata yang baik pada 
setiap Destinasi PauiwTsata 
Kabupaten Berau 

2. Tersedianya fas.litas 
pariwisata yang memacai. 

3. pelaku wisata di setiap 
destinasi wisata memiliki 
sertifikasi sesuai 
profesinya. 

1. Pengembangan prodtfk 
dan layanan usaha 
ekonomi yang 
dikembangkanmasyarakat 
lokal di sekitar objek 
wisata 

2. Bertambah luasnya akses 
pasar ndustn kecil 

1. Pengembapgan 
Destinasi 
Pariwisata 

1. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objek 
pariwisata dengan 
lembaga/dunia usaha 

2. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan Destinasi 
Pemasaran Pariwisata 

3. Pengembangan Dae-ah 
Tujuan Wisata 

4. Pengembangan, Sosialisasi, 
dan penerapan serta 
pengawasan standarisasi. 

Dinas Kebudayaan dam 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, PHRI, 
ASITA 
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di tetapkam. 
4. Menjaga citra daya 

tarik wisata dan 
destinasi 
pariwisata. 

5. Mendorong dam 
meningkatkan 
standarisasi dan 
sertifikasi profesi 
bagi sumber daya 
manusia sertifkasi 
usaha bagi usaha 

4. Produk wisata yang 
dipasarkan memepuhi 
stancjar Nasional dan 
internasional. 

5. Pelayanan oleh pelaku 
wisata mengutamakan 
kepuasan wisatawan 
dengan memperhatikan 
keberlanjutan. 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pengembangan dan 
penguatan informasi dan 
data base 

2. Pengembangan dan 
penguatan litbang, 
kebudayaan dan pariwisata 

3. Pengembangan SDM di 
bidang kebudayaan ejan 
Pariwisata bekerjasama 
dengar, lembaga lainnya. 

4. Fasil itasi pembentukan 
forum komunikasi antar 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, PHRI, 
ASITA 

pariwisata. 
6. Meningkatkan 

kualitas produk ( 
Kemasan dan 
Kual i tas ) . 

7. Meningkatkan 
pengelolaan 
destinasi dan 
kualitas pelayanan. 

3. Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

pelaku industry pariwisata 
dan budaya. 

5. Pelaksanaan koordinasi 
pemba-ngunan kemitraan 
pariwisata. 

6. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan programi 
peningkatan kemitraan. 

7. Pengembangan sumber 
daya manusia ejan 
profesionalisme bidang 
pariwisata. 

8. Peningkatan Peram serta 
masyarakat dalami 
pengembangan kemitraan 
pau-iwisata. 

9. Monitofing, evaluasi ejam 
pelaporan. 

1. Analisa pasar unpuk 
promosi dam pemasaran 
objek pariwisata. 

2. Peningjcatam pemanfaatan 
teknologi informasi dadam 
pemasaran pariwisata. 

3. Pengembangam jaringan 
kerjasama prorr osi 
pariwisata. 

4. Koordinasi dengam seetor 
pendukung pariwisata. 

5. Pelaksanaan pronposi 
pariwisata nusantara di 
dalam dan di luar negeri. 

6. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, PHRI, 
ASITA, LSU, LSP 
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4. Program 
Pengelolaan 
kekayaan 
Budaya 

pengembangan pemasaran 
pariwisata. 

7. Pengembangan statistik 
kepaiwisataan 

8. Pelatihan Pemandu wisata 
terpadu. 

1. Fasilitasi partisipasi 
masyarakat dalam 
pengelolaan kekayaan 
budaya 

2. Penyusunan kebijakan 

Dinas Kebudayaan) dam 
Pariwisata, Bappeda^ 
Perguruan Lembaga Adat 

pengelolaan kekayaan 
budaya lokal daerah 

3. Sosialisasi pengelolaan 
kekayaan budaya local 
daerah 

3 Pengembangan 
kemitraan Usaha 
Pariwisata. 

1. Meningkatkan 
sinerjisitas 
kerjasama antara 
pemerintah pusat, 
Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur, 
Pemerintah 
Kabupaten Berau, 
dunia usaha dan 
masyarakat. 

2. Mengimplementasi 
kerjasama antara 
Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur, 
Pemerintah 
Kabupaten Berau, 
dunia usaha dan 
masyarakat. 

3. Membuka 
kerjasama 
internasional dalam 
industri pariwisata. 

4. Melakukan 
monitoring dan 
evaluasi kerjasama 
antara Pemerintah 
Pusat, Pemerintah 
Provinsi Kalimantan 
Timur, Pemerintah 

1. Terfasilitasinya kerjasama 
usaha kepariwisataan di 
Kabupaten Berau 

2. Intensitas komunikasi 
antar stakeholder lebih 
sering. 

3. Adanya kerjasama 
internasional tentang 
kepariwisataan dengan 
Negara yang 
mengembangkan 
kepariwisataan. 

4. Adanya evaluasi kerjasama 
antara pusat dan daepah. 

1. Peningkatan kerjasama 
dengan daerah lain dalam 
usaha meningkat daya 
saing produk obyek wisata 

2. Meningkatkan akses 
jejaring industri 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembapgan 
Kemitraan 

1. Pengembangan Daepah 
Tujuan Wisata 

1. Pengembangan dan 
penguatan informasi dan 
data base 

2. Pengembangan dan 
penguatan litbang, 
kebudtjyaan dan pariwisata 

3. Pengembangan SDM di 
bidang kebudayaan ejan 
Pariwisata bekerjasama 
dengari lembaga lainnya. 

4. Fasilitasi pembentulfan 
forum komunikasi antar 
pelaku industry pariwisata 
dan budaya. 

5. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan kemitraan 
pariwisata. 

6. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
peningkatan kemitraan. 

7. Pengembangan sumber 
daya manusia ejan 
profesionalisme bidang 
pariwisata. 

8. Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam 

Dinas Kebudayaiam dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruam Tinggi 

Dinas Kebudayaan) dani 
Paniwisata, Bappeda, 
Perguruam Tinggi, PHRI, 
ASITA 
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Kabupaten Berau, 
dunia usaha dam 
masyarakat serta 
dunia internasional. 

3. Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

pengembangan kemitraan 
pariwisata. 

9. Monitofing, evaluasi ejan 
pelaporan. 

1. Peningkatan pemanfaafan 
teknologi informasi dalam 
pemasaran pariwisata. 

2. Pengembangan jaringan 
kerjasama proirrosi 
pariwisata. 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi 

4 Penciptaan 
kreqibilitas bisnis. 

1. Menerapkan 
standarisasi dan 
sertifikasi usaha 
pariwisata yang 
mengacu pada 
prinsip-prins;p dan 
sandar 
internasional 
dengan 
mengoptimalkan 
pemanfaatan 
sumber daya lokal. 

2. Menerapkan system 
yang aman dan 
terpercaya dalam 
transaksi bisnis 
secara elektronik. 

3. Mendukung 
penjaminan usaha 
melalui regulasi dan 
fasilitasi. 

1. Terserfifikasikannya psaha 
pariwisata 

2. Terbangunnya system 
transaksi bisnis pariwisata 
yang timan sesuai peru idang 
- undangan. 

3. Adanya regulasi pengaturan 
usaha pariwisata. 

4. Tersedianya peirtetaan 
kebutuhan tenaga SDM 
Pariwisata. 

5. Tersedianya proyeksi 
kebutuhan tenaga SDM 
Pariwisata. 

6. Tersedianya kebutuhan level 
dan karakter tenaga SDM 
Pariwisata. 

1. Pemetaan Proyeksi 
kebutuhan SDM industri di 
tiap-tiap kawasan 

2. PengembaganPerencanaan 
kebutuhan level difn 
karakter kompetensi SDM 
di tiap-tiap kawasEpi 
berdass^ tema prodijk 
wisata 

3. Pemetaan proyeksi dijn 
perencanaan kebutuhifn 
level dan karakter SDM 
pariwisata di kawasan 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pengembangan Objek 
Wisata Unggulian 

2. Peningkatan pembangunan 
Sarana dan Prasarana 

3. Pengembangan jenis dan 
Paket Wisata Ungulan 

4. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan objek 
pariwisata dengan 
lembaga/ dunia usaha 

5. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan Destinasi 
Pemasaran Pariwisata 

6. Pengembangan Daeyah 
Tujuan Wisata 

7. Pengembangan, Sosialisasi, 
dan penerapan serta 
pengawasan standarisasi. 

1. Pengembangan dan 
penguatan informasi dan 
data base 

2. Pengembangan SDM di 
bidang kebudayaan ejan 
Pariwisata bekerjasama 
dengar^ lembaga lainnya. 

3. Fasilitasi pembentukan 
forum komunikasi antar 
pelaku industry pariwisata 
dam budaya. 

4. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan kemitraan 
pariwisata. 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, BPPT. 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi, PHRI, ASITA 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, PHRI, 
ASITA 



- 44 -

5. Pengembangan sumber 
daya manusia ejan 
profesionalisme bidimg 
pariwisata. 

6. Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam 
pengembangan kemitraan 
pariwisata. 

7. Monitofing, evaluasi ejan 
pelaporan. 

3. Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

1. Analisa pasar un.uk 
promosi dan pemasaran 
objek pariwisata. 

2. Peningkatan pemanfaatan 
teknologi informasi dalam 
pemasaran pariwisata. 

3. Pengembangan jaringan 
kerjasama prorposi 
pariwisata. 

4. Pelaksanaan proix,osi 
pariwisata nusantara di 
dalam dan di luar negeri. 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, PHRI 

5 Pengembangan 
tanggung jawab 
terhadap lingkungan. 

1. Mendorong 
tumbuhnya 
ekonomi hijau di 
sepanjang mata 
rantai usaha 
pariwisata. 

2. Mendorong setiap 
usaha pariwisata 
memiliki konsep 
peduli lingkungan 
dengan memenuhi 
standar usaha yang 
memiliki dokumen 
lingkungan. 

3. Mengembangkan 
manajemen usaha 
pariwisata yang 
peduli terhadap 
pelestarian 
lingkungan dan 
budaya. 

4. Memperhatikan 

1. Setiap usaha pariwisata harus 
berwawasan lingkungan. 

2.Setap usaha pariwisata wajib 
memiliki dokumen 
lingkungan. 

3. Setiap usaha pariwisata harus 
memberikan kontribusi 
terhadap keberlanjutan 
lingkungan. 

4. Pemanfaatan dan 
pengutamaan produk lokal. 

5. Terjaganya pengembangan 
dan pembangunan pariwisata 
yang Ijerwawasan lingkungan 
dan pembangunan yang 
berkelanjutan yang ditandai 
dengan terjaganya konservasi 
alam. 

1. Meningkatkan 
tanggungjawab sosial dan 
lingkungan perusahaan 

1. Pengembafigan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pengembangan Ohjek 
Wisata Unggulan 

2. Peningkatan 
pembangunan Sarana ejan 
Prasarana 

3. Pengembangan Daefah 
Tujuan Wisata 

4. Pengembangan, 
Sosialisasi, dan penerapan 
serta pengawasan 
standarisasi. 

1. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan kemitraan 
pariwisata. 

2. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
peningkatan kemitraan. 

3. Pengembangan sumber 
daya manusia ejan 
profesionalisme bidimg 
pariwisata. 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, PU, BPPT, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi 

Dinas Kebudayaan dam 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, LSP, 
LSU 

http://un.uk
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kearifan lokal. 

3 . Program 
Pengembaifigam 
Nilai Budaya 

4 . Peningkatan Peram serta 
masyarakat dalam 
pengembangan kemitraan 
pairiwisata. 

5 . Monitofing, evaluasi cjam 
pelapoian. 

1 . Pelestarian dan 
akuntabilitas adat budaya 
daerah 

2 . Penatagunaan naskah ktfno 
nur**" ' "**" 

Dinas Kebudayaan dam 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, Badan 
Arkeologi 

4 . Pengelolaian 
Kekayaan 
Budaya 

3 . Penyusunan kebijaikan 
tentang budaya lokal 
daerah 

4 . Pemantauan dan evluasi 
pelaksanaan program 
pengembangan nilai budaya 

5 . Pembelian dukungan, 
penghargaan kerjasama 
dibidang budaya 

1 . Fasi l i fasi partisipasi 
masyarakat dalam 
pengelolaan kekayaan 
budayra 

2 . Pelestarian fisik dan 
kandungan bahan 
pustaka termasuk naskah 
kuno 

3 . Penyusunan kebijakan 
pengelolaan kekayaan 
budaya local daerah 

4 . Sosialisasi pengelolaan 
kekayaan budaya lpcad 
daerah 

5 . Pengelolaan dam 
pengambangan pelestarian 
peningkatan sejahtpra 
purbakala, museum dam 
peninggalan bawah air 

Dinas Kebudayaian dan 
Pariwisata, Bappeda, 
Perguruan Tinggi, Badan 
Arkeologi Lepibaga Adat 
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Table 38. Pembangunan kelepibagaan Kepariwisataan Kabupaten Berau 

No Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Program Program Kegiatan 
( Action Plan) 

Para Pihak 
(Stakeholders) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Penguatan organisasi 

kepariwisataan. 
1. Reformasi birokrasi 

kelembagaan dan 
penguatan mekanisme 
kinerja orgapisasi untuk 
mendukung risi dan misi 
Kepariwisataan 

1. Ditetapkan Pariwisata 
sebagai visi Kabupaten 
Berau. 

2. Terbentuknya forum tata 
kelola pariwisata 

3. Terjalinnya koordinasi 
pemerintah dengap Asosiasi 
kepariwisataan ( PHRI, 
ASITA, HPI, FTKP ( DMO. ), 
BPPD. 

4. Terfasilitasinya 
pembentukan Badan, 
lembaga, organisasai 
kepariwisataan. 

5. Terfasiltasinya badan 
pengelola objek wisata. 

6. Bertambahnya dana CSR 
yang dipergunakan untuk 
pengembangan Destinasi 
Pariwisata dengan 
melibatkan masyarakat 
lokal 

y. Meningkatnya Kapasitas 
SDM dihidang Kebudayaan 
dan Pariwisata yang 
berdaya saing 

1. Mengarahkan dana 
masyarakat di 
perusahaan-
perusahaan swasta 
(CSR) untuk 
pembinaan organisasi 
masyarakat di bidang: 
pariwisata (pokdarwisi) 

2. Program technical 
assistance 
(outsourcing SDM) 

3. Progam magang 
4. Program pendidikan 

pengembangan 
pariwisata 
(perencanaan, 
implementasi dan 
mopev) 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pengembangan Daerah Tujuan 
Wisata. 

1. Pengembangan dan penguatan 
informasi dan data base 

2. Pengembangan dan penguatan; 
litbang, kebudayaan dan; 
pariwisata 

3. Pengembangan SDM di bidang 
kebudayaan dan Pariwisata 
bekerjasama dengan lpmbaga 
lainnya. 

4. Fasilitasi pembentukan forum 
komunikasi antar pelaku 
industry pariwisata dan budaya. 

5. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan kepiitraan 
pariwisata. 

6 . Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
peningkatan kemitraan. 

y. Pengembangan sumber daya 
manusia dan profesionalisme 
bidang pariwisata. 

8. Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam 
pengembangan kepiitraan 
n a ri wi s a ta 
pci A W A O l A l d . 

9. Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan. 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi 

Dinas Kebudayaan 
Kabupaten Berau. 

2. Menguatkan tata kelola 
kepariwisataan 
Kabupaten Berau. 

3. Menguatkan kemampuan 
perencanaan dan 
pengawasan program 
pembangunan 
kepariwisataan 
Kabupaten Berau. 

4. Meningkatkannn peran 
serta masyarakat dalam 
pembangunan 
kepariwisatattn 
Kabupaten Berau. 

5. Memfasilitasi 
pembentukan badan, 
lembaga pariwisata dan 
organisasi 
kemasyarakatan dalam 
rangka mendukung 
indutri pariwisata 
Kabupaten Berau. 

6 M e n c u a t k a n k e m i t r a a n 
V I . 1*1 1*A ICC 11 CL L I L C U 1 M 1 1 1 1 1 1 d C I L 1 

antara pelaku wisata di 
Kabupaten Eerau ( Asita, 
PHRI, Organda, HPl, dan 
lembaga pariwisata 
la innya) . 

y. Menjadikan pariwisata 
sebagai pilar strategis 
pembangunap Kabupaten 
Berau. 

8. Memperkuat kapasitas 
kelembagaan setiap 

1. Ditetapkan Pariwisata 
sebagai visi Kabupaten 
Berau. 

2. Terbentuknya forum tata 
kelola pariwisata 

3. Terjalinnya koordinasi 
pemerintah dengap Asosiasi 
kepariwisataan ( PHRI, 
ASITA, HPI, FTKP ( DMO. ), 
BPPD. 

4. Terfasilitasinya 
pembentukan Badan, 
lembaga, organisasai 
kepariwisataan. 

5. Terfasiltasinya badan 
pengelola objek wisata. 

6. Bertambahnya dana CSR 
yang dipergunakan untuk 
pengembangan Destinasi 
Pariwisata dengan 
melibatkan masyarakat 
lokal 

y. Meningkatnya Kapasitas 
SDM dihidang Kebudayaan 
dan Pariwisata yang 
berdaya saing 

1. Mengarahkan dana 
masyarakat di 
perusahaan-
perusahaan swasta 
(CSR) untuk 
pembinaan organisasi 
masyarakat di bidang: 
pariwisata (pokdarwisi) 

2. Program technical 
assistance 
(outsourcing SDM) 

3. Progam magang 
4. Program pendidikan 

pengembangan 
pariwisata 
(perencanaan, 
implementasi dan 
mopev) 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pengembangan Daerah Tujuan 
Wisata. 

1. Pengembangan dan penguatan 
informasi dan data base 

2. Pengembangan dan penguatan; 
litbang, kebudayaan dan; 
pariwisata 

3. Pengembangan SDM di bidang 
kebudayaan dan Pariwisata 
bekerjasama dengan lpmbaga 
lainnya. 

4. Fasilitasi pembentukan forum 
komunikasi antar pelaku 
industry pariwisata dan budaya. 

5. Pelaksanaan koordinasi 
pembangunan kepiitraan 
pariwisata. 

6 . Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
peningkatan kemitraan. 

y. Pengembangan sumber daya 
manusia dan profesionalisme 
bidang pariwisata. 

8. Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam 
pengembangan kepiitraan 
n a ri wi s a ta 
pci A W A O l A l d . 

9. Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan. 

dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi, PHRI, ASITA 
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Organisasi Kepariwisataan 
baik dalam pengelolaan 
destinasi, petmasaran dan 
pola kerjasama. 

2 Pembangunan SDM 
pariwisata. 

1. Melakukan peningkatan 
kapasitas Sumber Daya 
Manusia internal Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata. 

2. Meningkatkan 
kemampuan dan 

1. Pengikutsertaan PNS 
dalam pelatihan dan 
pendidikan 
kepariwisataan. 

2. Tersedianya PNS pada 
dinas pariwisata yang 
berdisiplin i lmu 

1. Tersedianya sumber 
daya manusia 
infernal Dinas 
kebudayaan dan 
pariwisata sesur i 
dengan kebutuhan 
pengembangan 

1. Pengembangan 
Kemitraan 

1. Pengembangan SDM di bidang 
kebudayaan dan Pariwisata 
bekerjasama dengan lpmbaga 
lainnya. 

2. Fasil i tasi pembentukan forum 
komunikasi antar pelaku 
indust r i pariwisata dan budaya. 

3. Pengembangan sumber daya 
manusia dan profesionalisme 
bidang pariwisata. 

4. Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam 
pengembangan kemitraan 
pariwisata. 

5. Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan. 

1. Pelatihan Pemandu wisata 
terpadu. 

1. Fasil itasi pengerpbangan 
kemitraan dengan LSM data 
perusahaan swasta 

2. Fasil itasi pembentukan, 
kemitraan usaha profesj antar 
daerah 

3. Membangun kemitraan 
pengelolaan kebudayaan antar 
daerah 

4. Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi, PHRI 

profesionalitas pegawai. 
3. Meningkatkan kualitas 

pegawai bidang 
Kepariwisataan. 

4. Meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia 
pengelola pendidikan dan 
latihan hidang 
kepariwisataan dengan 
melibatkan sebagai 
assessor dan auditor. 

5. Peningkatan sumber daya 
manusia pelaku wisata 
yang bersertifikasi 
kompetensi meningkatkan 
kualitas dan kuantitas 
sumber daya manusia 
yang memiliki sertifikasi 
kompetensi di setiap 
Destinasi Pariwisata. 

pariwisata. 
3. Terlatih dan 

tersertifikasinya para 
pelaku pariwisata sesuai 
dengan 
profesionalimenya. 

pariwisata1 

2. Peningkatan 
profesionalisme PNS 
yang makin tinggi. 

2. Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

3. Program 
Pengemban gan 
Kerjasam 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya 

1. Pengembangan SDM di bidang 
kebudayaan dan Pariwisata 
bekerjasama dengan lpmbaga 
lainnya. 

2. Fasil i tasi pembentukan forum 
komunikasi antar pelaku 
indust r i pariwisata dan budaya. 

3. Pengembangan sumber daya 
manusia dan profesionalisme 
bidang pariwisata. 

4. Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam 
pengembangan kemitraan 
pariwisata. 

5. Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan. 

1. Pelatihan Pemandu wisata 
terpadu. 

1. Fasil itasi pengerpbangan 
kemitraan dengan LSM data 
perusahaan swasta 

2. Fasil itasi pembentukan, 
kemitraan usaha profesj antar 
daerah 

3. Membangun kemitraan 
pengelolaan kebudayaan antar 
daerah 

4. Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, LSP, 
LSU 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, LSM 

3 Penyelenggaraan 
penelitian dan 
pengembangan. 

1. Peningkatan penelitian 
yang berorientasi pada 
pengembangan 
pemasaran pariwisata 
yaiitu peneljtian dalam 
rangka pengembangan 
daya tarik wisata dan 
pengembangan 
aksesibilitas, amemtas di 
destinasi pariwisata dan 

1. Adanya dokumen 
kajian ilmiah setiap 
objek wisata pada 
setiap destinasi 
pariwisata. 

2. Adanya dokumen 
kajian produk dan 
kemasan dalam rangka 
peningkatan 
pemasaran. 

1. Diketahuinya 
sumber daya yang 
a t a pada setiap 
otjek wisata 

2. Diketahuinya 
peluang 
pengembangan 
untuk setiap objek 
wisata. 

1. Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

1. Pelaksapaan koordinasi 
pembangunan objek pariwisata 
dengan lembaga/dunia usaha 

2. Pemantauan dan evaluasi 
pelaksapaan program 
pengembangan Destinasi 
Pemasafan Pariwisata 

3. Pengembangan Daerah Tujuan 
Wisata 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi, PHRI, ASITA 



peran serta masyarakat. 
2. Peningkatan penelitiam 

yamg berorientasi pada 
pengembangan 
pemasaran yaitu 
pengembangan! produk, 
citra paniwisata, 
kemitraan pemasaran dam 
pasar baru dalam dan 
luar negeri. 

3. Peningkatan penelitian 
yang berorientasi pada 
pengembauigapi industri 
pariwisata yaitu 
penguatan industri 
pariwisata, kemitraam, 
daya saing produk, 
kredibilitas bisnis dan 
tanggung jawab 
lingkungan. 

4. Peningkatan penelitian 
yang berorientasi pada 
pengembangan 
kelembagaan dan SDM 
Pariwisata. 

3. Terlaksananya 
pengkajian 
pengembangan industri 
pariwisata. 

4- Terlaksananya kajian 
kelembagaan dalam 
rangka pengembangan 
sumber daya manusia. 

2. Pengembangan 
Kemitraan 

3. Pengemban gam 
Pemasaran 
Pariwisata 

4. Pengembamgan 
Nilau Budaya 

5 . Program 
Pengembamgaui 
Kerjasama 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya 

1. Pengembangan dan penguatan 
litbang, kebudayaan dan 
paniwisata 

2. Pengembangan SDM di bidamg 
kebudayaan dan Pariwisata 
bekerjasama dengan lpmbaga 
launnya. 

3. Pengembangaui sumber daya 
manusia dan profesionalisme 
bidamg pariwisata. 

4. Peningkatan Peran serta 
masyanikat dalam 
pengembangan kefnitraan 
pauiwisata. 

5 . Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan. 

1. Pengembamgan jauingan 
kerjasauna promosi pariwisata. 

1. Pember,am dukungan, 
penghaj-gatan kerjasama qibidang 
budaya 

1. Fasil itasi pengembauigan 
kemitraan dengan LSM dam 
perusahaan swasta 

2- Fasil itasi pembentukan 
kemitraan usaha profesi antar 
daerah 

3. Membangun kemitraiam 
pengelolaam kebudayaam auitau 
daerah 

4. Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan 

Dinas Kebudayaam 
dan Pauiwisata, 
Bappeda, Perguruan 
Tinggi 

Dinas Kebudayaam 
dan Pauiwisata 

Dinas Kebudayaam 
dam Pauiwisata, 
Lembaga Adat 

Dinas Kebudayaan 
dan Pauiwisata, 
Bappeda, LSM 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU 

NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

TAHUN 2016 - 2025 

I . UMUM 

Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Berau merupakan bagian 
integral dariPembangunan Daerah serta merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisataan Nasional. 

Sumber-sumber potensi Kepariwisataan baik yang berupa Objek dan Daya 
Tarik Wisata,kekayaan budaya, alam, krakteristik kehidupan masyarakat, 
sumber daya manusia, usaha j a sa pariwisata dan lainnya merupakan modal 
dasar bagi Pembangunan Kepariwisataan Daerah.Modal tersebut perlu 
dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan Daerah serta 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan 
lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta 
budaya bangsa dan cinta tanah air, dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha 
Esa . 

Untuk mencapai hasil pembangunan dibidang kepariwisataan, yang 
optimal diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi 
penyusunan kebijaksanaan dan strategi,disamping adanya koordinasi dan 
kerjasama terpadu antara Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat. 
Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan Daerah perlu tetap menjaga 
kelestarian fungsi lingkungan, nilai-nilai budaya dan mendorong upaya 
peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkokoh jati diri, serta tetap 
memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan. 

Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan 
penting demi tercapainya Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata 
Daerah.Untuk itu perlu disusun pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah 
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan JKabiipaten Berau. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah" 
adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen destinasi 
pariwisata daerah dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas 
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produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan 
wisatawan di destinasi pariwisata. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukun ielas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Daya Tarik Wisata" adalah usaha 
terencana yang disusun secara sistematis untuk mengembangkan potensi 
yang ada di dalam suatu wilayah yang memiliki tujuan wisata dengan daya 
tarik wisata yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, sehingga 
keberadaannya lebih diminati wisatawan. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12. 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Yang dimaksud dengan "Pemberdayaan masyarakat" adalah upaya untuk 
meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik 
secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, 
kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah" 
adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen pemasaran 
pariwisata daerah dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, 
menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan 
untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku 
kepentinganCukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
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Pasal 18 

Cakup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 2 3 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah" 
adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen kelembagaan 
pariwisata daerah dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, 
pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan 
meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan 
kepariwisataan di destinasi pariwisata. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 
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Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN B E R A U NOMOR 8 


